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 ABSTRAK 
         
         
Trisni Susilowati. PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGANGKATAN 
ANAK (STUDI KASUS DI DESA KRIKILAN KECAMATAN KALIJAMBE 
KABUPATEN SRAGEN). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2008. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perilaku Masyarakat 
Dalam Pengangkatan Anak di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen, (2) Untuk mengetahui penerapan hak-hak anak angkat dalam 
pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian tunggal terpancang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 
informan, dokumentasi serta tempat dan peristiwa. Sedangkan teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, analisis dokumen dan observasi. 
Validitas Data yang digunakan adalah Trianggulasi Data Trianggulasi Metode. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sedangkan analisis 
data menggunakan model analisis interaktif mengalir yang terdiri dari reduksi 
data, pengumpulan data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Perilaku masyarakat 
dalam pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen, pengangkatan anak yang terjadi dari 7 responden yang ada 6 responden 
berdasarkan adat kebiasaan dan 1 responden berdasarkan hukum nasional, 
sedangkan yang berdasarkan hukum Islam tidak ada. (2) Penerapan hak anak 
angkat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, dari 7 
responden yang ada mengenai perlindungan agama, pendidikan, kesehatan, 
pemeliharaan, perlindungan dari perlakuan tidak adil semua terpenuhi dan 
mengenai hubungan dengan orang tua kandung ada 3 anak terpenuhi dan 4 anak 














Trisni Susilowati. BEHAVIORAL [of] SOCIETY [of] IN CHILD LIFTING 
( CASE STUDY [IN] COUNTRYSIDE of KRIKILAN of SUBDISTRICT of 
KALIJAMBE of REGENCY SRAGEN). Skripsi, Surakarta: Faculty of Teachership 
and Education Science, University Eleven March Surakarta, July 2008. 
 
This Research target is to know: ( 1) Society Behavior [of] In Child Lifting 
[in] Countryside of Krikilan of Subdistrict of Kalijambe of Regency Sragen, ( 2) 
To know the applying of rights [of] foster child in child lifting [in] Countryside of 
Krikilan of Subdistrict of Kalijambe of Regency Sragen. 
 
This research use the descriptive method qualitative with the single 
research strategy [is] stake. Data source in this research [is] obtained from 
informan, documentation and also place and event. While technique [of] data 
collecting use the interview, analyse the document and observation. Data Validity 
used [by] [is] Trianggulasi of Data of Trianggulasi Method. Sampling Technique 
used [by] [is] purposive sampling. While data analysis use the model analyse the 
interaktif emit a stream of consisted of [by] the data discount, data collecting, 
data presentation and conclude. 
 
Pursuant to inferential research result that ( 1) society Behavior in child 
lifting [in] Countryside of Krikilan of Subdistrict of Kalijambe of Regency Sragen, 
child lifting that happened from 7 existing responder 6 responder [of] pursuant to 
habit and 1 responder [of] pursuant to national law, while which is pursuant to 
Islam law [of] [there] no. ( 2) Applying [of] children right lift [in] Countryside of 
Krikilan of Subdistrict of Kalijambe of Regency Sragen, from 7 existing responder 
hit the religion protection, education, health, conservancy, protection from 
inequitable treatment all fullfiled and hit the [relation/link] with the parent 
contain there [is] 3 child fullfiled and 4 child [is] not fullfiled. While hitting 













     
     
“…dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah 
mengatakan yang sebenarnya dan Dia  menunjukkan jalan yang benar. 
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak 
mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui 
bapak-bapak mereka maka (panggilah) mereka sebagai saudara-saudaramu 
seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang 
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. 
Dan adalah Allah Maha Pengampun  lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab : 4-5) 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan 
tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Akan tetapi 
kasus pelecehan dan kejahatan terhadap anak sering terjadi, mulai dari yang 
paling kecil, berupa penelantaran masa depan anak dengan tidak memberikan 
kesempatan pendidikan layak buat mereka, hingga bentuk paling sadis seperti 
penjualan anak, pemerkosaan, dan pembunuhan. 
Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha perlindungan dan 
penyejahteraan anak baik yang berupa perlindungan terhadap dirinya kini maupun 
perlindungan terhadap masa depannya. Hal ini untuk menjamin hak anak yang 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam 
upaya menegakkan hak anak harus tetap berjiwa Pancasila, sehingga untuk 
mewujudkannya setiap jenjang pendidikan wajib mendapat mata pelajaran 
pendidikan kewarganegaraan. 
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan setiap warga negara Indonesia 
diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-
masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara 
berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti 
yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. (Tim : 2002 : 7) 
 
Dalam upaya perlindungan hak-hak anak, mereka harus tetap berpegang 
teguh pada nilai-nilai pancasila di semua aspek kehidupan, khususnya untuk 
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera 
Pengangkatan anak merupakan, “Pengangkatan seorang anak  untuk 
dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri” (Muderis Zaini, 1999: 4). Adapun 
yang dimaksud anak angkat dalam pengertian umum adalah sebagai anak yang 
 dipungut atau diangkat secara resmi oleh orang lain dan disamakan dengan anak 
kandungnya sendiri, baik dalam hak maupun kewajiban (Lutfhi Assyaukanie, 
1998 : 162). Sehingga pengangkatan anak itu menimbulkan hubungan hukum 
baru antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti hubungan antara anak 
kandung dengan orang tua kandung. 
Menurut hukum Islam pengangkatan anak diatur dalam Al-Qur‟an surat 
Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut : 
     
     
“…dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan 
Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia  menunjukkan jalan yang benar ”. 
“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-
bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah) mereka sebagai saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa 
yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun  lagi Maha Penyayang” (QS. Al-
Ahzab: 4-5). 
Berdasarkan ayat diatas bahwa pengangkatan anak tidak boleh dijadikan 
sebagai anak kandung dengan alasan apapun. Dengan menjadikan anak angkat 
sebagai anak kandung sendiri berarti secara tidak lansung dapat meyebabkan 
putusnya hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya sehingga hubungan 
 hukum antara anak dengan orang tua kandung juga putus. Mengenai 
pengangkatan anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang dinyatakan dalam pasal 40 ayat (1)  mewajibkan orang 
tua angkat untuk memberitahukan tentang asal usul si anak dan orang tua 
kandungnya. Selain itu di  dalam pasal 39 ayat (2) dinyatakan pengangkatan anak 
tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua 
kandungnya. 
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik 
bagi anak. Demikian prinsip dari pengangkatan anak yang digariskan dalam Pasal 
39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. 
Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang hak-hak anak terenggut hanya karena 
pengangkatan anak itu dilakukan demi kepentingan orang tua. Seperti kasus 
pengangkatan anak yang terjadi di Kawasan Sirnaraga, Kejawen Kelurahan 
Pipareja Kecamatan Kemuning, bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk 
kepentingan orang tua yakni dengan menjual anaknya kepada orang lain dengan 
harga berkisar antara 1,5 juta sampai 5 juta. Menurut Hindun dan Rosida (makelar 
penjualan anak) dan menurut mereka bahwa jual beli bayi itu terjadi karena 
desakan keadaan ekonomi. Keluarga penjual umumnya hidup pas-pasan dan tidak 
sanggup lagi membiayai ongkos hidup anak yang baru dilahirkan. (dikutip dari : 
http//dewi handayani/www.myspicefools.com). Anak berhak mendapatkan 
jaminan keadilan dan kehidupan yang layak, hal ini merupakan hak asasi manusia 
yang banyak dibahas dalam disiplin ilmu kewarganegaraan. Anak bukanlah 
barang yang dapat diperjualbelikan.  
Dengan adanya masalah diatas, maka perlu kiranya untuk meneliti lebih 
jauh mengenai permasalahan sosial tersebut, oleh karena itu penulis mengambil 
judul skripsi: PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGANGKATAN 
ANAK (Studi Kasus Di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen). 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka peneliti dapat 
mengambil perumusan masalah sebagai berikut : 
 1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di Desa Krikilan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen ? 
2. Bagaimana penerapan hak-hak anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten Sragen ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di Desa 
Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 
2. Untuk mengetahui penerapan hak-hak anak angkat di Desa Krikilan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam 
pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya materi Ilmu Kewarganegaraan 
tentang hak dan kewajiban warga negara. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan perlindungan 
terhadap anak-anak terutama anak angkat sehingga tercipta kehidupan yang adil 
dan makmur. Diharapkan mampu memberikan perangsang terciptanya 
kesejahteraan umum yang dimulai dari kehidupan keluarga terkait dengan 
kewajiban pelaku pengangkatan anak melaksanakan aturan sesuai aturan hukum 
yang berlaku. 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Tinjauan Tentang Perilaku Masyarakat 
a. Pengertian Perilaku 
Perilaku merupakan unit dasar dalam penelitian psikologi dan telah 
dianggap sebagai unit yang tepat untuk penelitian dalam ilmu-ilmu sosial. Suatu 
perilaku dianggap sosial bila aktor bersikap bahwa tindakannya mempengaruhi 
tingkah laku dalam perkembangan kepribadian. Perilaku manusia dalam 
kaitannya dengan hidup bermasyarakat, tinjauannya lebih pada bagaimana 
hubungan individu dengan kelompoknya, tinjuannya kepada sistem sosialnya. 
Ini berarti bahwa “Perilaku manusia lebih dikaitkan dengan faktor kebiasaan, 
tradisi, dan sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat” (Bimo Walgito, 
2007: 13) 
 “Perilaku adalah suatu reaksi yang dapat diamati secara obyektif, 
sehingga hal-hal yang diperbuat akan nampak hasilnya dari perbuatan tersebut” 
(Kartini-Kartono, 1989: 53). “Perilaku didefinisikan pula sebagai reaksi yang 
dapat diamati atau diobservasi secara obyektif” (Caplin 1989: 53).  
Perilaku seseorang itu dapat dilihat melalui perbuatan atau tindakan 
dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan perilaku itu terdiri dari berbagai 
komponen.  
Perilaku merupakan seperangkat perbuatan/tindakan seseorang dalam 
melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan 
karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada dasarnya 
terdiri dari komponen pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan 
keterampilan (psikomotor) atau tindakan. Dalam konteks ini maka setiap 
perbuatan seseorang dalam merespon sesuatu pastilah 
terkonseptualisasikan dari ketiga komponen itu. Perbuatan seseorang 
atau respon seseorang terhadap rangsang yang datang didasari oleh 
seberapa jauh pengetahuannya terhadap rangsang tersebut, bagaimana 
perasaan dan penerimaannya berupa sikap terhadap rangsang tersebut 
dan seberapa besar keterampilannya dalam melaksanakan atau 




 Perilaku manusia pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu: 
1).  Pengetahuan (kognitif) 
Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui berdasarkan 
pengalaman yang didapatkan oleh setiap manusia. Dengan demikian 
pada dasarnya pengetahuan akan terus bertambah bervariatif dengan 
asumsi senantiasa manusia akan mendapatkan proses pengalaman atau 
mengalami. Proses pengetahuan tersebut menurut Brunner melibatkan 
tiga aspek:  
a). Proses mendapatkan informasi baru dimana seringkali informasi 
baru ini merupakan pengganti pengetahuan yang telah diperoleh 
sebelumnya atau merupakan penyempurnaan informasi 
sebelumnya. 
b).  Proses Transformasi 
yaitu proses memanipulasi pengetahuan agar sesuai dengan tugas-
tugas baru. 
c).  Proses mengevaluasi 
yaitu mengecek apakah cara mengolah inforamasi telah memadai.  
2). Sikap (afektif) 
Sikap adalah perasaan, pikiran dan kecenderungan seseorang yang 
kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam 
lingkungannya. Sikap merupakan kecondongan evaluatif terhadap 
suatu obyek atau subyek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana 
seseorang berhadapan dengan obyek sikap. Ini berarti sikap seseorang 
akan keterampilan pada kesetujuan-ketidaksetujuan, atau suka tidak 
suka terhadap sesuatu. 
3). Keterampilan (Psikomotor) 
Keterampilan adalah aktivitas fisik yang dilakukan seseorang yang 
menggambarkan kemampuan kegiatan motorik dalam kawasan 
psikomotor. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola 
tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai 
dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. 
(www.goodgovernancebappenas.go.id /akses/16/04/2008) 
 
Dari berbagai pengertian perilaku di atas secara garis besar penulis dapat 
menyimpulkan bahwa perilaku adalah seperangkat tindakan seseorang yang 
terdiri dari pengetahuan, sikap dan tindakan yang dapat dilihat dalam melakukan 
respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai 
yang diyakini. 
Perilaku dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. 
Dalam hal ini dapat terlihat dalam setiap sikap dan tindakan dalam menerima 
atau menolak sesuatu berdasarkan pada nilai yang diyakini benar. Seperti halnya 
 dengan anak angkat, mereka berperilaku terhadap anak angkat berdasarkan 
dengan adanya suatu keyakinan akan suatu nilai yang dianggap benar.   
 
b. Pengertian Masyarakat 
Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “Syarak” yang berarti ikut 
serta, berpartisipasi, atau “musyaraka” yang berarti saling bergaul. Didalam 
bahasa Inggris dipakai istilah “society”, yang sebelumnya berasal dari kata 
“socius”, berarti kawan (Basrowi, 2005: 37). 
Pengertian masyarakat menurut Gillin & Gillin dalam kutipan Basrowi 
mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah kelompok yang terbesar yang 
mempunyai kebiasaan, tradisi dan perasaan persatuan sama. Masyarakat itu 
meliputi pengelompokan yang lebih kecil (Basrowi, 2005: 38). 
Mac Iver dan Page dalam bukunya Basrowi mengatakan bahwa, 
masyarakat ialah suatu sistem dan tata cara, dari wewenang serta kerja sama 
antar berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta 
kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita 
namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan 
masyarakat mempunyai sifat selalu berubah (Basrowi, 2005: 40). 
Selo Soemardjan dalam kutipan Basrowi mengatakan, bahwa 
masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 
kebudayaan (Basrowi, 2005: 40). 
Masyarakat merupakan tempat dimana terjadinya suatu interaksi sosial 
antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya interaksi itu 
maka manusia bisa saling mengenal dan saling melengkapi. Adanya 
kepentingan yang sama menyebabkan hubungan itu terjalin terus menerus dan 
bisa memunculkan suatu kebiasaan yang kemudian menjadi kebudayaan 
didalam masyarakat tersebut. “Masyarakat merupakan sekelompok manusia 
dengan antar hubungan yang nyata tetapi tidak terdapat struktur, memiliki nilai, 
norma dan kebudayaan, kepentingan atau minat umum yang sama” 
(Sjamsudhuha, 2008 : 10). Dimana kebudayaan itu memiliki nilai, norma yang 
diyakini benar. 
 Selain membutuhkan manusia lainnya manusia itu sendiri juga 
membutuhkan lingkungan sehingga didalam masyarakat terjadi interaksi baik 
sesama manusia juga dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat itu suatu 
kelompok yang telah bertempat tinggal pada suatu daerah tertentu dalam 
lingkungan geografis tertentu dan kelompok itu merupakan suatu sistem 
biofisik. Oleh karena itu masyarakat bukanlah kelompok yang berkumpul secara 
mekanis akan tetapi berkumpul secara sistemik. Manusia yang satu dengan yang 
lain saling memberi, manusia dengan lingkungannya selain menerima dan saling 
memberi. 
(http://pakguruonline.pendidikan.net/bukutuapakgurudasarkpdd15.html) 
Beberapa pengertian diatas mengenai masyarakat maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia 
terbesar yang didalamnya terjadi interaksi sosial antara satu dengan yang 
lainnya yang kemudian menjadi kebiasaan dan berkembang menjadi 
kebudayaan yang sifatnya selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 
 
c. Ciri-Ciri Masyarakat 
Soerjono Soekanto (1986) dalam kutipan Basrowi (2005: 43) 
menyatakan, bahwa sebagai pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan 
bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu 
sebagai berikut : 
1) Manusia hidup bersama. Didalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak 
ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia 
yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis, angka minimumnya ada 
dua orang yang hidup bersama. 
2) Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan dari manusia tidaklah 
sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti meja, kursi, dan 
sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-
manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan 
mengerti, mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan 
kesan-kesan atau perasaanya. Sebagai akibat hidup bersama itu, 
timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang 
mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut. 
3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. 
 4) Mereka merupakan suatu sistem bersama. Sistem kehidupan bersama 
menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok 
merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Basrowi, 2005 : 42). 
 
Ciri-ciri masyarakat diatas selaras dengan definisi masyarakat yang telah 
dikemukakan sebelumnya, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang 
terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. 
Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang 
mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. 
 
d. Tinjauan Perilaku Masyarakat 
Manusia yang bertindak dalam melakukan sesuatu atau merespon 
sesuatu dan dapat dilihat dapat dikatakan sebagai perilaku. Adapun perilaku 
yang dilakukan berulang-ulang maka bisa menjadi kebiasaan yang kemudian 
berkembang menjadi kebudayaan karena adanya nilai dan norma yang diyakini 
bersama. Perilaku adalah perbuatan seseorang dalam merespon sesuatu dan 
kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini 
(www.goodgovernancebappenas.go.id). Kebiasaan manusia dapat berubah dari 
waktu ke waktu sehingga kebudayaan juga dapat berubah-ubah sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
Kebudayaan dapat tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. 
“Masyarakat adalah sekelompok manusia dengan antar hubungan sosial nyata 
tetapi tidak terdapat struktur, memilki nilai, norma dan kebudayaan, 
kepentingan atau minat umum yang sama” (Sjamsudhuha, 2008 : 10). Dalam 
masyarakat itu terdapat kelompok manusia yang hidup bersama dalam waktu 
yang lama dan sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Masyarakat 
merupakan tempat dimana terdapat adanya kebudayaan yang tumbuh sesuai 
dengan perkembangan kepentingan masyarakat yang selalu mengalami 
perubahan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga kebudayaan itu juga 
selalu berubah-ubah. 
Dengan demikian maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan perilaku masyarakat suatu tindakan manusia yang hidup bersama dalam 
 waktu yang lama dalam merespon sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaan 
karena adanya nilai dan norma yang diyakini benar dimana kebiasaan itu dapat 
berkembang menjadi kebudayaan dalam masyarakat yang sifatnya dapat 
berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. 
 
2. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak  
a. Pengertian Anak  
Anak yang juga merupakan warga negara mempunyai hak-hak asasi 
manusia yang melekat pada dirinya. Adapun pengertian anak itu adalah sebagai 
berikut: 
Pengertian anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 
Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) bahwa “Anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 
pernah kawin”. 
Pengertian anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No. 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) bahwa “Anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan”.  
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah “Orang yang 
dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
Pengertian anak menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah “Anak adalah setiap manusia 
yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya”. 
Dari beberapa pengertian anak diatas maka penulis mengambil 
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum 
mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. 
 
 b. Pengertian Anak Angkat 
Ada beberapa pengertian yang memberikan batasan mengenai anak 
angkat. “Adapun yang dimaksud anak angkat dalam pengertian umum adalah 
sebagai anak yang dipungut atau diangkat secara resmi oleh orang lain dan 
disamakan dengan anak kandungnya sendiri, baik dalam hak maupun 
kewajiban” (Lutfhi Assyaukanie, 1998 : 162).  
Pengertian anak angkat dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 
tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan 
atau penetapan pengadilan. 
 
“Anak merupakan wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak di 
kemudian hari wajib di tumpahkan, dan sebagai pelindung orang tuanya kelak 
bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah 
sendiri” (Muderis Zaini, 1999 : 46). Oleh karena itu orang tua yang tidak 
mempunyai keturunan berusaha supaya mendapatkan keturunan agar kelak bisa 
menjadi penerus keturunan dan pelindung keluarganya. 
Menurut Prof. Dr. A.Z. Abidin Farid, bahwa : 
Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang 
mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan 
ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih anak-
anak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang 
sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat. (B. Bastian 
Tafal, 1989: 46) 
 
Menurut Hilman Hadikusumo ( 1983: 149 ) “Anak angkat adalah anak 
orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat resmi menurut 
hukum adat setempat, di karenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan 
atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”. Dengan demikian anak 
angkat berperan sebagai penerus keturunan dan memelihara harta kekayaan 
orang tua angkatnya. 
 Mengenai pengertian anak angkat ada pula yang mengartikan sebagai 
berikut: 
Pertama, Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia 
sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai 
anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan 
dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya 
sendiri. 
Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan „tabanni‟ (mengangkat 
anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku 
pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya 
sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab 
kepada dirinya sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan 
ketentuan hukum sebagai anaknya. 
 
Dengan demikian istilah anak angkat menurut pengertian pertamalah yang 
lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam, 
sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak 
dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam 
segala kebutuhannya, bukan di perlakukan sebagai anak nasabnya sendiri, 
sehingga tidak mengurangi hak anak kandung dalam hal pewarisan 
(Muderis Zaini, 1999: 5-6). 
 
Dengan beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
anak angkat merupakan anak orang lain yang haknya dialihkan dari lingkungan 
keluarga orang tua yang bertanggungjawab mengenai pendidikan dan pelayanan 
segala kebutuhan beralih kepada orang tua yang mengangkatnya. 
 
c. Pengertian Pengangkatan Anak 
Mengenai pengertian pengangkatan anak dapat ditinjau dari dua sudut 
pandang, yaitu pengertian secara etimologis dan secara terminologis. 
1) Secara Etimologis 
Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti “Pengangkatan seorang anak  untuk 
dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri” (Muderis Zaini, 1999: 4). Dengan demikian yang menjadi penekanan adalah 
persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Pengertian tersebut di pindah 
kedalam bahasa Indonesia yang mempunyai anak angkat atau mengangkat anak. 
  
2) Secara Terminologis 
Sedangkan pengertian pengangkatan anak dilihat dari sudut pandang terminologis, ada beberapa sarjana atau 
para ahli hukum yang memberikan rumusan tentang pengertian pengangkatan anak, antara lain : dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “Anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya 
sendiri” (Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008 : 20). 
Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan : 
Pengangkatan anak, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang 
tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. 
Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk 
mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi 
yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki 
status anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum 
melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat 
untuk dapat benar-benar menjamin kesejahteraan bagi anak. (Muderis 
Zaini, 1999: 5) 
 
Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah suatu usaha untuk mengambil anak yang bukan 
keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya selaku anak sendiri. ( Bastian Tafal, 
1983 : 56) 
Menurut Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya Pengantar dan Asas-asas 
Hukum Adat yang dikutip oleh Muderis Zaini (1999: 5) memberikan batasan 
sebagai berikut :  
Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak 
orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara 
orang yang memungut anak dan yang dipungut itu timbul suatu hukum 
kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak 
kandungnya sendiri. 
  
Di Jawa Tengah pengangkatan anak menurut Mr. M.M Djojodiguno dan Raden Tirtawinata, ”Adopsi adalah 
pengangkatan anak orang lain dimaksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa 
adopsi itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir (uiterlijk) maupun batin (innerlijk) merupakan 
anak sendiri” (B. Bastian Tafal, 1989: 47).  
Dari Pengertian pengangkatan anak diatas dapat dikatakan bahwa dalam pengangkatan anak itu terjadi 
perpindahan anak orang lain kedalam satu keluarga yang mengangkatnya beserta hak dan kewajibannya seperti halnya 
anak kandung sendiri  yang juga berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. 
 
d. Tinjauan Pengangkatan Anak 
Beberapa pengertian tentang pengangkatan anak memberikan batasan bahwa dalam pengangkatan anak itu 
anak angkat dimasukkan dalam keluarga yang mengangkatnya dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Ada dua 
pengertian mengenai pengangkatan anak yaitu: 
Pertama, yakni mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih 
sayang  dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak 
kandung kepadanya. 
 Kedua, mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak untuk 
memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai 
hubungan  anak dengan orang tua (Cholil Uman, 1994 : 49). 
 
Dari dua pengertian diatas mempunyai akibat yang berbeda. Pengertian yang pertama anak hanya 
diperlakukan dalam segi kecintaan, kasih sayang dan pemenuhan segala kebutuhan tanpa memberi status anak kandung. 
Pengertian yang kedua anak angkat dianggap sebagai anak sendiri dengan memberikan status anak kandung, dimana 
anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung termasuk dalam hal pewarisan dan perwalian.  
Dalam Islam mengenai pewarisan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena 
hubungan kekerabatan atau keturunan hasil perkawinan dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba 
sahaya dan wali yang memerdekakan atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan 
orang yang diwarisinya semasa hidupnya (Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008 : 25).  
 
Sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut, oleh karena itu antara dirinya dengan orang tua 
angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Dengan demikian tidak mengurangi hak anak kandung dalam hal 
pewarisan. 
Islam melarang praktik pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak dengan status anak 
kandung, anak angkat terputus hubungan dengan orang tua kandung, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak 
waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. “Hukum Islam hanya mengakui 
pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, 
memelihara dan pemenuhan dalam segala kebutuhannya” (Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008 : 45). Dimana 
pengangkatan anak itu tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkat. Anak angkat 
tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling 
mengawini dan tetap tidak boleh saling mewarisi. 
Dengan demikian pengangkatan anak mempunyai dua pengertian dimana pengertian pertama bahwa dalam 
pengangkatan anak masuknya anak orang lain kedalam keluarga yang mengangkatnya beserta hak dan kewajibannya, 
sedangkan pengertian kedua pengangkatan anak adalah masuknya anak orang lain kedalam keluarga yang 
mengangkatnya hanya dalam segi pemenuhan segala skebutuhan, pelayanan pendidikan dan pemberian kasih sayang. 
 
3. Tujuan Pengangkatan Anak 
Keinginan manusia untuk mengangkat anak didorong dengan adanya motif-motif tertentu. Adapun yang 
menjadi motif-motif pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia yaitu : 
1. Agar keluarga yang tidak mempunyai anak memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunannya, 
(dalam hal ini Islam melarangnya); 
2. Agar keluarga yang belum di karuniai anak itu mendapat anak sendiri, (jadi semacam untuk mencari berkah atau 
pancingan (Jawa)); 
3. Untuk mendapatkan tenaga kerja; 
4. Kasihan terhadap anak-anak kecil yang menjadi piatu. (Setiawan Budi Utomo, 2003 : 159-160 ) 
 
Pengangkatan anak mempunyai tujuan yang mulia, akan tetapi pada pelaksanaannya belum ada ketentuan 
hukum yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak. Berikut merupakan misi ketertiban pengangkatan 
anak menurut (Muderis Zaini, 1999: 19) adalah : 
1. Adopsi berusaha, dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya, memelihara dan menyempurnakan hubungan 
antar anak dengan orang tua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan bentuk perwujudan. 
2. Adopsi mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Hal ini tidak boleh mempunyai akibat 
pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan. 
3. Adopsi melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain, dalam berbagai bentuk dan cara untuk 
menghindari viktimisasi struktural dan nonstruktural. 
4. Adopsi meliputi mengusahakan anak mendapatkan kasih pengertian dari orang tuanya dan sekelilingnya, serta 
menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, kebangsaan dan sosial. 
 
Menurut Hukum Islam pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-ayarat sebagai berikut 
: 
1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat biologisnya dan 
keluarganya. 
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari 
orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak 
angkatnya. 
 3. Anak angkat tidak diperbolehkan mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar 
sebagai tanda pengenal/alamat. 
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya, ( Muderis Zaini, 
1999 : 54 ). 
 
Dari ketentuan tersebut bahwa prinsip mengangkat anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan 
atau pemeliharaan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya (Muderis Zaini, 1999 : 54). Sebab dalam agama Islam menganjurkan seorang muslim untuk 
memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan teraniaya, tetapi tidak boleh memutuskan 
hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandung sendiri (Masjfuk Zuhdi, 1994 : 32).  
Dengan demikian tujuan utama pengangkatan anak adalah demi kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan 
isi dan semangat pasal 12 ayat (1) mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, “Bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan 
kepentingan kesejahteraan anak”. Mengenai pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilakukan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan (sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak).  
 
4. Hak Anak Angkat  
Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya 
melekat hak-hak sebagai anak dan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu 
dihormati dan dijunjung tinggi orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat dimaksud 
antara lain : 
1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; 
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat 
kecerdasaannya dan usianya dalam bimbingan orang tua; 
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; 
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak 
dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, 
spiritual dan sosial; 
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasaannya sesuai dengan minat dan bakatnya; 
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi 
anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; 
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan 
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasaan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; 
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, 
bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasaannya demi perkembangan diri; 
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan 
taraf kesejahteraan sosial; 
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab 
atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
1) diskriminasi, 
2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 
3) penelantaran 
4) kekejaman, kekerasan dan penganiyaan; 
5) ketidakadilan; dan 
 6) perlakuan salah lainnya 
Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku 
dikenakan pemberatan hukuman. 
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan atau aturan hukum 
yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir; 
14. Setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari: 
1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 
5) pelibatan dalam peperangan 
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan 
hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kekebasan sesuai dengan hukum 
yang dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 
terakhir; 
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 
1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 
2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum 
yang berlaku; dan 
3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak 
dalam sidang tertutup untuk umum. 
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum 
berhak dirahasiakan. 
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan 
bantuan lainnya. 
Disamping hak-hak anak diatas, anak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang 
anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk: 
1) Menghormati orang tua, wali dan guru; 
2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 
Setiap anak mempunyai hak untuk hidup seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”. 
Hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 7 
menyebutkan bahwa: 
1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan 
terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hak anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 pasal 4 ayat (1) bahwa, “Anak 
yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan”. 
Sebagai orang tua mereka juga mempunyai kewajiban terhadap anak, begitu pula sebagai orang tua angkat 
maka mereka juga mempunyai kewajiban seperti yang tertuang dalam pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, yaitu: 
 1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua 
kandungnya. 
2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. 
Adapun yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan 
psikososial diperkirakan anak telah siap. Menurut penjelasan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak kesiapan tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) 
tahun. 
Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat berhak untuk hidup, tumbuh 
berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan berhak mengetahui siapa orang tua 
kandungnya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 
 
5. Tinjauan Pengangkatan Anak Dalam Hukum  
a. Tinjauan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam  
 1). Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama yang memuat kaidah-kaidah hukum yang 
fundamental (asasi) (Mohammad Daud Ali, 1998 : 72). 
 Pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya tidak memberikan makna apapun, hanya sebuah ucapan yang 
mungkin menggeser realitas yang ada, tidak mendekatkan yang jauh, tidak menjadikan orang asing sebagai keluarga dan 
tidak dapat mengubah status anak. Hal ini diperjelas dengan firman Allah surat Al Ahzab ayat 4-5, yaitu: 
 
 




:...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu 
hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang 
benar. 
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil pada sisi 
Allah san jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak adadosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, 
tetapi (yang ada dosanya) apa yang di sengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah Maha Penganmpu lagi Maha 




Al-Sunnah atau Al-hadist adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur‟an, berupa perkataan (sunnah 
qauliyah), perbuatan (sunnah fi‟liyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat 
 (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur‟an ( 
Mohammad Daud Ali, 1998 : 88). 
Sebagaimana Islam telah mengharamkan seorang ayah mengingkari anaknya tanpa suatu alasan yang dapat 
dibenarkan, begitu juga Islam tidak membenarkan seorang anak menyandarkan nasabnya kepada orang lain dan 
dipanggil bukan dengan panggilan ayahnya sendiri. Seperti halnya anak angkat, bahwa anak angkat tidak boleh 
menyandarkan nasabnya kepada orang tua angkatnya. Nabi menilai perbuatan tersebut sebagai kemungkaran yang 
menyebabkan laknat dari Allah dan manusia.  
Dalam sebuah hadist yang terdapat dalam bukunya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi yang berjudul Halal 





“Siapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri atau membangsakan dirinya kepada keluarga lain, dia akan 
mendapat laknat Allah, Malaikat dan manusia semuanya; Allah tidak akan menerimanya nanti dihari kiamat 
taubat maupun tebusannya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim) 
 





“Siapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedangkan dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka surga 
haram baginya” (Riwayat Bukhari dan Muslim). 
 Pengangkatan anak menurut hukum Islam boleh (mubah) Sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
Islam. Dalam hal ini penggunaan istilah “Anak angkat” boleh-boleh saja selama yang dimaksud dengan istilah itu tidak 
mengandung kriteria yang dilarang Islam. Misalnya, seorang ayah  memungut seorang anak kecil yatim atau 
mendapatkannya  di jalan, kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri baik tentang kasih sayangnya, pemeliharaan  
maupun pendidikannya. Dia diasuh, diberinya makan, pakaian, diajar, dan diajak bergaul seperti  anaknya sendiri.  
Tetapi, bedanya adalah  dia tidak menasabkan pada dirinya dan tidak diperlakukaan  seperti  anak kandungnya sendiri 
(Luthfi Assyaukanie, 1998: 163). 
Ini suatu cara yang terpuji dalam  pandangan agama  Allah. Siapa yang  mengerjakannya  akan beroleh 





“Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim seperti ini, sambil beliau berisyarat dengan jari 
telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan antara keduanya” (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi). 
Anak terlantar, sama halnya dengan anak yatim, akan lebih layak untuk disebut sebagai Ibnu sabil, anak 
jalanan, dimana Islam memberikan jatah bagian zakat untuk mereka. Untuk mereka yang tidak mempunyai anak dan  
mengangkat anak terlantar sebagai anak asuh, dia boleh menghibahkan apa saja ketika hidup dan berwasiat dengan 
sepertiga hartanya untuk anak itu setelah meninggal (Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 2005: 263) 
Pengangkatan anak yang dihapuskan Islam adalah suatu proses pengangkatan anak yang menjadikan seorang 
anak asing secara yuridis menjadi anak kandung, bagian dari keluarga dan terkait dengan ekses keputusan ini, seperti 
muhrim, berbaur, warisan dan sebagainya (Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 2005: 263). 
 
3). Ijma‟ 
Ijma‟ adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di 
suatu masa (Mohammad Daud Ali, 1998 : 108-109). 
 Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/ tanggal 18 Sya‟ban 1402 
H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua UMUM K.H. M. Syukeri Ghazali di dalam bukunya Muderis Zaini yang 
berjudul Adopsi Suatu Tinjauan dari Sistem Hukum (1999 : 57) adalah sebagai berikut : 
1) Pengangkatan anak yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan 
anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam; 
2) Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu yang beragam Islam 
pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan untuk tetap terpelihara; 
3) Pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab 
keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali, dan lain-lain. Oleh 
karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaknya dilakukan pada masa 




4) Adapun pengangkatan anak yang dilarang, adalah: 
a) Pengangkatana anak oleh orang-orang yang berbeda agama. Misalnya Nasrani dengan maksud anak 
angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu, 
b) Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya 
berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi. 
 
4). Qiyas 
Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur‟an dan As-
Sunnah atau Al-Hadist dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul karena persamaan 
penyebab atau alasannya ( Mohammad Daud Ali, 1998 : 109). 
Pengangkatan anak selain diatur dalam Al-Qur‟an, Al-Hadist dan Ijma‟ juga terdapat pula dalam Qiyas. 
Qiyas bolehlah disamakan dengan penafsiran menurut analogi. 
Penerapan hukum Islam mengenai masalah adopsi di Indonesia salah satunya dapat di lihat dari rumusan  
Team Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Evaluasi Pengkajian Hukum 
1980/1981 di Jakarta yang mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan menyusun RUU tentang anak angkat yang 
dipandang dari sudut Hukum Islam sabagai berikut : 
1) Lembaga pengangkatan anak tidak di larang dalam Islam, bahkan agama Islam membenarkan dan menganjurkan 
dilakukan pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua; 
2) Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan Undang-Undang yang memadai; 
3) Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dalam perkataan „pengangkatan anak‟ dengan berusaha 
meniadakan istilah-istilah lain; 
4) Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dan 
keluarga orang tua anak yang bersangkutan; 
5) Hubungan mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat; 
6) Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Hukum Adat kita mengenai pengangkatan anak 
hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama; 
7) Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing; 
8) Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan. (Muderis Zaini, 1992: 56-57) 
Pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Namun sesuai dengan sifatnya 
yang mubah, dalam Hukum Islam tergantung pada situasi dan kondisi serta isi dari pengangkatan anak itu sendiri, maka 
kedudukannya menjadi sunah atau dianjurkan yaitu pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan 
yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat, atau bisa saja sebaliknya menjadi haram atau dilarang yaitu pengangkatan 
anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung dan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan 
keluarga kandung anak angkat (Muderis Zaini, 1999: 58). 
 
b. Tinjauan Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 
 Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, oleh karena itu dalam 
pengangkatan anak maka anak angkat harus mendapatkan kepastian hukum agar terjamin hak-haknya. Anak angkat bisa 
mendapatkan kepastian hukum setelah adanya penetapan dari putusan pengadilan (Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008 
: 204). Ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok 
kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, yaitu: 
1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 samapi dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan 
kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa. 
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan 
Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan 
anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan. 
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran 
Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983. 
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan 
Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984. 
5. Bab VIII, bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai 
berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002. 
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi 
dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-
anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak 
angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut. 
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan 
berwewenang memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: “...Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan 
hukum Islam”. 
8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang 
dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara 
yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang (Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 
2008 : 204-205). 
 
Dalam menjamin kepastian hukum anak angkat diperlukan adanya penetapan dari pengadilan. Akan tetapi 
penetapan dari putusan pengadilan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama berbeda. Adapun perbedaan 
prinsip hukum penetapan pengadilan negeri dengan pengadilan agama adalah sebagai berikut: 
Tabel 1 : Perbedaan Prinsip Hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tentang Pengangkatan 
Anak 

















































 Nasab anak angkat putus dengan 
nasab orang tua kandung dan 
saudara-saudaranya serta akibat-
akibat hukumnya 
 Nasab anak angkat beralih menjadi 
nasab orang tua angkat dan saudara 
serta anaknya, dengan segala akibat-
akibat hukumnya. 
 
 Anak angkat dipanggil sebagai BIN 
orang tua angkatnya. 
 
 Orang tua angkat menjadi wali 
penuh terhadap diri, harta, tindakan 
hukum dan wali nikah atas anak 
angkatnya. 
 
 Anak angkat tidak boleh dinikahkan 
dengan orang tua angkatnya juga 
tidak boleh dinikahkan dengan anak 
kandung atau anak angkat dari 
orang tua angkat. 
 Anak angkat dapat menjadi ahli 
waris terhadap harta warisan orang 
tua angkatnya, sebagaimana hak-
hak dan kedudukan yang dimiliki 
 Nasab anak angkat tidak putus 
dengan nasab orang tua kandung 
dan saudara-saudaranya. 
 
 Yang beralih dari anak angkat 
terhadap orang tua angkat 
hanyalahtanggung jawab kewajiban 
pemeliharaan, nafkah, pendidikan 
dan lain-lain 
 Anak angkat tetap dipanggil dengan 
BN/BINTI orang tua kandung. 
 Orang tua angkat hanya menjadi 
wali terbatas terhadap diri, harta, 
tindakan hukum dan tidak termasuk 
wali nikah jika anak angkat ini 
perempuan. 
 Anak angkat boleh dinikahkan 
dengan orang tua angkatnya juga 
boleh dinikahkan dengan anak 
kandung atau anak angkat dari 
orang tua angkatnya. 
 Anak angkat tidak boleh menjadi 
ahli waris orang tua angkatnya. 
Tapi anak angkat memperoleh 
wasiat wajibah dari orang tua 
















Sumber : (Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008 : 16) 
Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, adopsi atau pengangkatan anak 
diatur dalam pasal 12, yang selengkapnya berbunyi: 
1). Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak. 
2). Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat 1 (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
3). Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan (Muderis Zaini, 1999: 118). 
Adapun pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 
diatur dalam pasal 39, yang selengkapnya berbunyi: 
1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat 
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2). Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang 
diangkat dan orang tua kandungnya. 
3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. 
4). Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 
5). Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk 
setempat. 
Pengangkatan anak dengan akibat dimana yang menyisihkan hak waris dan kedudukan orang tua kandung 
dan saudara kandung orang tua angkat dalam hukum kewarisan, maka hal ini dapat mengurangi hak anak angkat yang 
bisa menimbulkan konflik. 
Pengangkatan anak di Indonesia dapat dilaksanakan berdasarkan adat dan kebiasaan serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengangkatan anak untuk menjamin kepastian hukum hanya di dapat setelah 
memperoleh putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Di dalam hasil putusan antara 
pengadilan negeri dan pengadilan agama itu berbeda, dimana dalam putusan pengadilan negeri memberikan konsekuensi 
semua tanggung jawab orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat. Sedangkan dalam putusan pengadilan 
agama tidak semua tanggung jawab orang tua kandung berpindah kepada orang tua yang mengangkatnya.  
Dengan demikian pengangkatan anak dalam perundang-undangan di Indonesia bahwa pengangkatan anak 
dapat dilaksanakan berdasarkan adat dan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Semuanya dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak angkat. 
 
c. Tinjauan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat 
Hukum adat setiap daerah itu berbeda-beda, karena setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. 
Begitu juga dengan pengangkatan anak setiap daerah juga berbeda-beda tergantung dari kebiasaan adat setempat. 
Pada daerah-daerah yang hukum kekeluargaannya mengikuti kebapakan (patrilinial) pada prinsipnya 
pengangkatan anak hanya pada laki-laki dengan tujuan utama untuk meneruskan keturunan. Di daerah yang 
mengikuti garis keibuan (matrilinial) pada prinsipnya tidak mengenal lembaga pengangkatan anak karena yang 
mewaris  adalah anak-anak saudaranya yang perempuan yang sekandung, maka tidak terjadi pengangkatan anak. 
Sedangkan di daerah yang mengikuti garis keibuan dan kebapakan (parental) pada umumnya ditujukan pada 
keponakanya sendiri meskipun ada juga yang mengangkat anak bukan dari keponakan atau bukan dari famili. 
Adapun alasan pengangkatan anak ditujukan pada keponakannya sendiri yaitu: 
1. Untuk memperkuat tali kekeluargaan dengan orang tua angkat. 
2. Untuk menolong anak yang diangkat atau berdasarkan atas dasar belas kasihan. 
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu, kemudian akan mendapat anak keturunannya 
sendiri. 
4. Untuk mendapatkan anak laki-laki dirumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari. 
5. Sebagai “pancingan” untuk mempunyai anak. (Muderis Zaini, 1999 : 65) 
 Pengangkatan anak menurut adat dapat dilihat sebagai berikut :  
Pengangkatan anak di Indonesia ada yang pelaksaannya dilakukan dengan memakai upacara 
keagamaan dan dengan pengumuman dan penyaksian pejabat dan tokoh agama agar terang (clear) statusnya. 
Setelah selesai upacara penggangkatan, si anak menjadi anggota penuh dari kerabat yang mengangkatnya, 
dan terputus hak warisnya dengan kerabatnya yang lama, seperti di Bali. 
Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan 
keluarganya, dan ia tidak berhak sebagai orang tua angkat dan keluarganya, tetapi ia bisa diberi hibah atau 
wasiat. Praktek hukum keluarga atau hukum waris semacam ini di Sulawesi Selatan adalah akibat pengaruh 
Islam yang cukup kuat di daerah ini. 
Demikian pula di Jawa, anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya 
dan keluarganya. Ia pun berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya terbatas pada 
harta peninggalan selain barang-barang pusaka yang berasal dari warisan yang harus dikembalikan kepada 
kerabat si suami atau kerabat si istri. Menurut B. Ter Haar Bzh, hak waris anak angkat di Jawa seperti 
tersebut (tidak penuh hak warisnya atas harta peninggalan harta orang tua angkat), adalah karena 
pengangkatan anak di Jawa itu bukan urusan kerabat dan pelaksanaanya tidak dibuat “terang”, artinya tidak 
pakai upacara keagamaan dan disaksikan oleh pejabat dan tokoh agama. Menurut B. Ter Haar Bzh, di 
Minangkabau tampaknya tidak ada adopsi karena pengaruh agama Islam yang cukup kuat di daerah itu.( 
Muderis Zaini, 1999 : 37) 
Di Jawa Tengah hukum adat sendiri tidak memberi ketentuan tentang cara mengangkat anak. 
Pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua 
kandung dengan orang tua yang akan mengangkatnya. Dengan terjadinya pengangkatan anak maka 
terjalinnya hubungan natara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung 
dengan anak kandung. Dengan demikian hubungan dengan orang tua kandung menjadi terputus seperti di 
Semarang dan Magelang. Akan tetapi tidak semua hubungan antara anak angkat dengan orang tua 
kandungnya terputus, seperti di Banyumas bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua 
kandungnya masih ada. Tetapi orang tua tidak boleh ikut campur urusan dalam hal perawatan, pemeliharaan 
dan pendidikan si anak angkat. Mengenai pewarisan di Jawa Tengah seorang anak angkat itu “ngangsu sumur 
loro” yang artinya dia mendapat warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung maupun orang tua 
angkat ( Bastian Tafal, 1983 : 72-74). 
 
Pengangkatan anak di Indonesia mempunyai motivasi. Adapun motivasi pengangkatan anak di Indonesia di 
tinjau dari segi hukum adat ada 14 macam, yaitu : 
1)   Karena tidak mempunyai anak. 
2) Karena belas kasihan pada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah 
kepadanya. 
3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua. 
4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. 
5) Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung. 
6) Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini barangkali karena orang tua angkat mempunyai kekayaan banyak, 
misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau 
tenaga tambahan untuk pengelolaannya. 
7) Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. 
8) Karena faktor kepercayaan. 
9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris atau regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak 
kandung. 
10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada 
suatu keluarga tersebut supaya dijadikan anak angkat. 
11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan. 
12) Ada juga karena merasa kasihan akan nasib anak yang seperti tidak terurus. 
13) Untuk memperat hubungan keluarga. 
14) Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah 
anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak diharapkan anak yang 
bersangkutan selalu sehat dan panjang usia (Muderis Zaini, 1999: 15). 
 
d. Tinjauan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam, Perundang-Undangan, Hukum Adat 
Pengangkatan anak dalam setiap hukum mempunyai batasan sendiri-sendiri. Berdasarkan uraian sebelumnya 
bahwa baik hukum Islam, hukum perundang-undangan di Indonesia maupun hukum adat memaparkan batasan-batasan 
tersendiri.  
1. Tinjauan dalam Hukum Islam 
Dalam hukum Islam pengangkatan anak dengan pengertian berpindahnya anak dan dimasukkan kedalam 
nasab keluarga orang tua angkat dan diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segala hal di larang. “Di dalam hukum 
 Islam bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam boleh sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam” 
(Lutfhi Assyaukanie, 1998 : 163). Dimana Islam melarang mengangkat anak yang kemudian statusnya disamakan 
dengan status anak kandung sendiri dalam segala hal. Sebab hal ini berakibat dalam hal pewarisan yang dapat 
menyebabkan berkurangnya hak anak kandung dimana anak angkat bukankah anak yang dapat menjadi ahli waris atas 
harta kekayaan orang tua angkatnya karena tidak adanya hubungan nasab di antara keduanya yang bisa timbul karena 
adanya hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya. “Dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan 
darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya maka oleh Al-Qur‟an hal itu sama sekali tidak bernilai dan tidak 
menjadi penyebab mendapat warisan” (Yusuf Qardhawi, 2003 : 311). Selain dalam pewarisan juga dalam hal perwalian 
bagi anak angkat perempuan, bahwa orang tua angkat tidak dapat menjadi wali bagi anak angkat perempuan. “Dalam 
Islam yang berhak menjadi wali perkawinan adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, 
kakek, saudara, paman, keponakan dan seterusnya” ( Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008 : 158). 
  
2. Tinjauan dalam hukum Perundang-Undangan  
Dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, pengangkatan anak terdapat dalam berbagai peraturan 
hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan menetapkan pengangkatan anak. 
Dimana dalam penetapan pengadilan negeri memberikan pengertian bahwa anak angkat beralih kedalam lingkungan 
keluarga yang mengangkatnya dengan segala konsekuensinya berdasarkan putusan pengadilan. Pengangkatan anak yang 
di laksanakan baik berdasarkan adat dan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan dilakukan demi kepentingan 
yang terbaik bagi anak angkat agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 
 
3. Tinjauan dalam Hukum Adat 
Pengangkatan anak dalam hukum adat tergantung pada hukum adat kebiasaan yang ada dimana terjadi pratek 
pengangkatan anak. Setiap daerah mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Terjadinya praktek pengangkatan anak 
ini karena adanya berbagai macam motivasi dari masing-masing keluarga yang melakukan pengangkatan anak. Ada 
yang karena tidak mempunyai keturunan, karena ingin mendapatkan anak perempuan, karena kasihan akan nasib anak 
angkat tersebut dan ada yang ingin meringankan beban orang tua kandung anak dan lain-lain. Dalam hal pengangkatan 
anak menurut hukum adat disebutkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 12 
angka (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 angka (1) menyebutkan bahwa 
pengangkatan anak yang dilakukan baik berdasarkan adat dan kebiasaan maupun peraturan perundang-undangan harus 
berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan mengutamakan kesejahteraan anak. 
Dengan demikian pengangkatan anak baik yang dilaksanakan berdasarkan adat dan kebiasaan serta peraturan 
perundang-undangan maupun sesuai dengan hukum Islam semuanya adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak 
angkat.  
 
B. Kerangka Berpikir 
Perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak dimana berpindahnya anak 
orang lain kedalam keluarga yang mengangkatnya setelah melalui proses baik 
yang berdasarkan adat dan kebiasaan setempat maupun berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak baik yang dilaksanakan 
berdasarkan adat kebiasaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku 
akan memberikan akibat hukum di kemudian hari. Pengangkatan anak di Desa 
Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen juga mempunyai akibat hukum 
di kemudian hari dari adanya praktek pengangkatan anak tersebut. 
Pegangkatan anak merupakan salah satu usaha perlindungan terhadap 
anak, oleh sebab itu setiap anak angkat harus mendapatkan perlindungan atas hak-
haknya sebagai anak. Setiap anak angkat berhak beribadah sesuai agamanya, 
berhak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, memperoleh 
 pemeliharaan, mendapat perlindungan dan berhak mengetahui orang tua 
kandungnya. Sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia serta mendapatkan perlindungan 
dari kekerasan dan deskriminasi. Pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten Sragen merupakan usaha  perlindungan terhadap anak 
dengan menerapkan hak-hak anak angkat agar terlindungi demi kehidupan anak 
angkat yang lebih baik.    



















Undangan Adat Kebiasaan 
Penerapan Hak Anak Angkat 
 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Tempat dan Waktu Penelitan 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi dan dilakukan di Desa Krikilan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Penelitian mengambil lokasi tersebut 
karena peneliti dapat memperoleh data dan gambaran yang jelas sesuai dengan 
permasalahan yang akan diteliti, yaitu Perilaku Masyarakat dalam Pengangkatan 
Anak  (Studi Kasus di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen). 
2. Waktu Penelitian 
Waktu yang direncanakan mulai dari persiapan sampai terlaksanannya 
penyusunan laporan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut : 
Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penelitian 
No Kegiatan 
2007 2008 
Jan-Feb Mar-Apr Mei Nov-Des  Jan-Mei Juni 
1 Pengajuan Judul       
2 Penyusunan Proposal       
3 Ijin Penelitian       
4 Pengumpulan Data       
5 Analisis Data       
6 Penyusunan Laporan       
 
B. Bentuk Dan Strategi Penelitian 
1. Bentuk Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang akan diperlukan, 
maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif karena memaparkan objek yang diteliti (orang, lembaga dan 
lainnya) berdasarkan fakta aktual. 
Menurut Lexy J. Moleong (2001: 3) yang mengutip pendapat Bogdan 
Taylor, penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: “Metodologi Kualitatif adalah 
 prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari 
orang-orang atau perilaku yang diamati diam-diam.” 
Adapun data yang digunakan bersifat kualitatif dalam bentuk verbal yakni 
berwujud kata-kata serta merupakan suatu penelitian yang menekankan pada 
masalah proses dan makna (persepsi dan partisipasi) (H.B. Sutopo, 2002: 35). 
Maka bentuk penelitian dengan strategi terbaik adalah penelitian kualitatif 
deskriptif yang penuh nuansa lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah 
ataupun frekuensi dalam bentuk angka.  
Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti tidak menggunakan 
angka atau jumlah pengukuran melainkan menggunakan keterangan, konsep dan 
tanggapan atau respon yang berhubungan dengan objek. Menekankan pada 
permasalahan tentang perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di Desa 
Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 
2. Strategi Penelitian 
Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 
tunggal terpancang. Sejalan dengan hal tersebut H.B. Sutopo (2002: 42) 
mengatakan: 
Dalam perkembangannya, riset kualitatif juga menyajikan bentuk yang 
tidak sepenuhnya holistic, tetapi dengan kegiatan pengumpulan data yang 
terarah, berdasarkan tujuan dan pertanyaan-pertanyaan riset yang terlebih 
dahulu sering disebut dalam proposalnya. Penelitian ini lebih sering 
disebut sebagai riset terpancang (embedded gualitation research), atau 
juga lebih popular dengan penelitian studi kasus. 
 
Jadi maksud dari penelitian ini yang menjadi fokus variabel penelitiannya 
adalah:  
a. Perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten Sragen. 
b. Penerapan hak-hak anak angkat dalam pengangkatan anak di Desa Krikilan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 
  
C. Sumber Data 
 1. Data Primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui 
wawancara dan pengamatan. Informan yang diwawancarai sebagai sumber 
data meliputi: 
a) Keluarga yang mengangkat anak di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen, meliputi 7 responden yaitu Bp. Kemis, Bp. Sukidi, Bp. 
Sumo, Bp. Bejo, Bp. Sarmidi, Bp. Sukiyo, Ib. Karmi. 
b) Tokoh masyarakat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen yaitu Kepala Desa Krikilan, Sekretaris Desa Krikilan, Kaur 
Pemerintahan Desa Krikilan, Tokoh Keagamaan di Desa Krikilan, Ketua 
RT Kalongbali, Ketua RT Krikilan, Ketua RT Pagerejo, Ketua RT 
Ngrukun, Ketua RT Pondok, Ketua RT Ngampon, Ketua RT Sangiran, 
Ketua RT Pablengan, Ketua RT Pablengan Etan, Ketua RT Pablengan 
Kulon, Ketua RT Bendo. 
2. Data sekunder: yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan 
melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data 
sekunder dapat berupa: 
a) Kepustakaan yaitu penelitian memanfaatkan buku-buku, dan artikel 
internet perpustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
b) Dokumen yang berkaitan dengan nara sumber berupa data monografi dan 
demografi Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
Periode Desember 2006 yang meliputi data sosial ekonomi dan data fisik 
secara terperinci yaitu luas wilayah dan penggunaannya, jumlah penduduk 
menurut agama dan jumlah penduduk menurut mata pencaharian 
penduduk. 
D. Teknik Sampling 
Teknik sampling adalah “Suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan 
atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi”. (HB. Sutopo, 2002: 
52) 
Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah “purposive 
sampling (sample bertujuan)” yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui 
 informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi 
sumber data yang tepat. 
Penelitian ini dilaksanakan karena peneliti berada dalam lingkungan yang 
diketemukan praktek pengangkatan anak, yakni terdapat 7 keluarga yang 
melakukan pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan tanya 
jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berlandaskan pada tujuan 
penelitian. Moleong (2001: 35) mendefinisikan wawancara adalah “Percakapan 
dengan maksud percakapan itu dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. 
Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (indept 
interviewing) secara tertutup karena informan tidak menghendaki identitas aslinya 
diketahui banyak orang. 
Wawancara dalam penelitian ini menggunakan cara antara lain: 
a. Menggunakan metode diskusi yaitu antara informan dengan peneliti, 
b. Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan mengenai pokok 
permasalahan, 
c. Informan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, 
d. Peneliti memberikan feedback atas jawaban dari informan mengenai 
permasalahan yang belum jelas, 
e. Informan kembali menjelaskan feedback dari peneliti, 
f. Sebelum mengakhiri wawancara, Peneliti kembali menegaskan jawaban 
yang diberikan oleh informan serta Peneliti Menanyakan kembali Jawaban 
yang Peneliti belum pahami, 
 g. Wawancara diakhiri setelah peneliti benar-benar mendapatkan data yang 
dianggap peneliti dapat mendukung penelitiannya. 
2. Observasi 
Observasi atau pengamatan adalah cara yang sangat langsung untuk 
mengenal peristiwa atau gejala yang penting dalam suatu penyelidikan. (Winarno 
Surakhmad, 2004: 162). 
Observasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati kondisi sosial pelaku 
praktek pengangkatan anak dalam pengasuhan anak angkat di Desa Krikilan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Peneliti mengamati langsung kelokasi 
saat terjadi interaksi antara responden dengan masyarakat sekitarnya, sehingga 
responden tidak menyadari kalau sedang diamati. Sehingga peneliti dapat 
mengkaji dan mengungkap kondisi yang berhubungan dengan penelitian baik 
secara nyata maupun mendalam yaitu mengenai perilaku masyarakat dalam 
pengangkatan anak dan penerapan hak-hak anak angkat dalam pengangkatan anak 
di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 
3. Arsip dan Dokumentasi 
Disamping wawancara dan observasi, data diperoleh melalui mencatat 
dokumen yang relevan dengan penelitian ini, seperti mencatat berupa data 
monografi dan demografi Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
periode Desember 2006 yang antara lain meliputi data sosial ekonomi dan data 
fisik secara terperinci yaitu luas wilayah dan penggunaaannya, jumlah penduduk 
menurut agama dan jumlah penduduk menurut mata pencaharian penduduk. 
 
F. Validitas Data 
Data yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, 
harus diusahakan kemantapan kebenarannya, sehingga memperoleh data yang 
valid. Ada beberapa cara untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. 
H.B. Sutopo (2002: 77) mengungkapkan ada tiga cara utama, yaitu: 
 1. Trianggulasi, merupakan teknik yang didasari pola fikir fenomenologi 
yang bersifat multiperspektif, artinya untuk menarik kesimpulan yang 
mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. 
2. Review informan, yaitu laporan penelitian direview oleh informan (key 
informan) untuk mengetahui apakah yang ditulis merupakan suatu yang 
dapat disetujui mereka. 
3. Member Check, yaitu laporan diperiksa oleh peneliti untuk mendapatkan 
kesimpulan yang tepat. 
Dalam penelitian ini digunakan metode trianggulasi data. Trianggulasi 
data menurut Moleong (2001: 174) adalah “Teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu”. Ada beberapa macam 
trianggulasi, seperti yang dikemukakan Patton yang dikutip oleh H.B. Sutopo 
(2002: 77), bahwa ada empat macam teknik trianggulasi yaitu “(1) Trianggulasi 
data (data triangulation); (2) Trianggulasi peneliti (investigator triangulation); (3) 
Trianggulasi metodologis (methodologis triangulation); (4) Trianggulasi teoritis 
(theoritica triangulation). 
Berdasarkan macam trianggulasi diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan trianggulasi data. Data yang dibandingkan dalam penelitian ini 
adalah data hasil wawancara dari responden keluarga yang melakukan 
pengangkatan anak dan tokoh masyarakat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen. 
G. Analisis Data 
Data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen 
yang telah disusun teratur perlu dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model “Interaktive model of analysis”, dimana 
penelitian bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data, selama proses 
pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, peneliti bergerak 
antara “Data reduction”, “Data display”, dan “Conclution drowing”. H.B. Sutopo 
(2002: 91-96). 
Ketiga bentuk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 1. Data reduction (Reduksi Data) 
Merupakan proses seleksi dari catatan lapangan. Kegiatan ini berupa 
pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data 
kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini terjadi terus 
menerus dari tahap awal sampai laporan akhir penelitian. 
2. Data display (Penyajian Data) 
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian 
data, dapat diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk menganalisis 
dan mengambil tindakan. 
3. Conclution drowing (Penarikan kesimpulan) 
Dari data yang disajikan yang telah disusun selanjutnya peneliti dapat 
menarik kesimpulan. Penarikan ini diawali dari kesimpulan-kesimpulan yang 
awalnya belum jelas, kemudian makin eksplisit berdasarkan landasan yang kuat. 










Gambar 2. Analisis Kualitatif Metode interaktif 
(Menurut HB. Sutopo, 2002: 96) 
 
Dalam menganalisis, ketiga komponen tersebut diatas akan beraktifitas 
secara interaksi dengan pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam penelitian 
ini, proses pengumpulan data bergerak ke reduksi data, penyajian data, dan 









 H. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan kejelasan langkah-langkah penelitian dari 
awal hingga akhir. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 
1. Tahap Pra Lapangan 
Tahap ini dilakukan dengan kegiatan mulai dari penentuan lokasi penelitian, 
peninjauan lokasi penelitian, pengurusan proposal dan pengurusan perizinan. 
2. Tahap Pelaksanaan Lapangan 
Tahap ini dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan data lokasi penelitian 
dengan wawancara dan mencatat dokumen-dokumen. 
3. Tahap Analisis Data 
Tahap ini dilakukan dengan menganalisis data, melakukan verifikasi dan 
pengayakan untuk selanjutnya merumuskan kesimpulan sebagai temuan 
penelitian. 
4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 
Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan sehingga menjadi bentuk-











 BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Desa Krikilan merupakan salah satu desa yang berada dalam wiilayah 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Jarak antara pusat pemerintahan desa 
dengan pemerintahan kecamatan kurang lebih 3.5 Km dan jarak dari pusat 
pemerintahan kota administratif 17 Km. Untuk mendapatkan gambaran secara 
luas mengenai Desa Krikilan, maka berikut ini penulis sampaikan tentang 
keadaan Desa Krikilan : 
1. Tinjauan Geografis 
a. Luas dan Batas Wilayah 
Wilayah Desa Krikilan yang letaknya sebelah timur dari pusat kantor 
Kecamatan Kalijambe yang berjarak sekitar 3,5 Km dan jarak tempuh dari 
ibukota kabupaten sekitar 30 Km. Luas wilayah Desa Krikilan sebasar 
4.608.590 Ha. Desa Krikilan mempunyai ketinggian 115 M dari permukaan air 
laut dan curah hujan 1397 mm dengan hari hujan 50 hari/tahun. Kondisi tanah 
labil dengan sifat tanah yaitu hitam kering yang mana tanah ini berpotensi 
sebagai pertanian lahan kering atau tadah hujan. Adapun batas-batas wilayah 
Desa Krikilan adalah sebagai berikut : 
1) Sebelah Utara  : Desa Ngebung 
2) Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar 
3) Sebelah Timur : Desa Bukuran 
4) Sebelah Barat : Desa Jetiskarangpung 
b. Luas Wilayah 
Luas daerah Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
adalah 4.608.590 Ha. Lahan di Desa Krikilan terdiri dari tanah sawah, tanah 
kering, pekarangan, sungai jalan dll. Tanah di Desa Krikilan sebagian besar atau 
50% lebih merupakan tanah kering. Adapun penggunaan lahan di Desa Krikilan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 
 
 Tabel 3 : Luas Wilayah Desa Krikilan dan Penggunaannya Tahun 2007 

















 Jumlah 4.608.945 100% 
Sumber : Monografi Desa Krikilan Tahun 2007 
Dari tabel diatas bahwa sebagian besar tanah yang ada di Desa Krikilan 
merupakan tanah kering.  
2. Tinjauan Demografi 
Wilayah di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
terbagi menjadi 3 dusun, 11 dukuh dan 22 rumah tangga. Penduduk Desa 
Krikilan menurut data monografi akhir tahun 2007 berjumlah 3898 jiwa. Terdiri 
1952 orang laki-laki dan 1946 orang perempuan. Untuk mengetahui jumlah 
penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2007 

















 Jumlah 3898 100 
Sumber : Monografi Desa Krikilan Tahun 2007 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Krikilan yang 
terdiri 3898 orang semuanya beragama Islam. Dengan kata lain masyarakat di 
Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 100% merupakan 
masyarakat muslim. 
Masyarakat merupakan suatu perkumpulan manusia yang terdiri dari 
banyak keluarga, yang mana setiap keluarga mempunyai penghasilan sendiri-
 sendiri berdasarkan mata pencaharian mereka. Adapun mata pencaharian yang 
ada di Desa Krikilan itu bermacam-macam, dan untuk mengetahui penyebaran 
penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2007 





























































 Jumlah 3898 100 
Sumber : Monografi Desa Krikilan Tahun 2007 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian di Desa Krikilan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen sebagian besar adalah bermata 
pencaharian sebagai tani dan buruh tani. 
Di Desa Krikilan terdiri dari 11 dukuh yang meliputi : 
1. Dukuh Ngrukun 
2. Dukuh Kalongbali Kidul 
3. Dukuh Pagerejo 
4. Dukuh Bendo Kidul 
5. Dukuh Krikilan 
 6. Dukuh Ngampon 
7. Dukuh Pondok 
8. Dukuh Sangiran 
9. Dukuh Pablengan 
10. Dukuh Pablengan Kulon 
11. Dukuh Pablengan Etan 
Dari kesebelas dukuh itu tidak semuanya menjadi tempat penelitian. 
Adapun tempat penelitian yang penulis lakukan meliputi : Dukuh Ngrukun, 
Dukuh Kalongbali Kidul, Dukuh Krikilan, Dukuh Sangiran. Penulis mengambil 
lokasi penelitian di keempat dukuh itu dikarenakan hanya keempat dukuh 
tersebut yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu tentang pengangkatan 
anak. 
 
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 
1. Perilaku Masyarakat dalam Pengangkatan Anak di Desa Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten Sragen. 
Perilaku masyarakat merupakan suatu tindakan manusia yang hidup 
bersama dalam waktu yang lama dalam merespon sesuatu yang kemudian 
menjadi kebiasaan karena adanya nilai dan norma yang diyakini benar dimana 
kebiasaan itu dapat berkembang menjadi kebudayaan dalam masyarakat yang 
sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. 
Pengangkatan anak merupakan masuknya anak orang lain kedalam 
keluarga yang mengangkatnya. Dimana pengangkatan anak akan membawa 
akibat di kemudian seperti dalam hal pewarisan dan perwalian. Pengangkatan 
anak yang dilakukan secara adat kebiasaan, melalui pengadilan negeri maupun 
melalui pengadilan agama membawa akibat hukum yang berbeda-beda. Dari 
ketiga akibat hukum yang ditimbulkan semuanya diperbolehkan karena di 
Indonesia mengakui adanya hukum adat, hukum Islam dan hukum perundang-
undangan.  
 Di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen terdapat 7 
responden yang melakukan pengangkatan anak. Adapun alasan yang mendorong 
responden melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut : 
Menurut penuturan Bapak Bejo bahwa, “ Saya ingin mempunyai 
keturunan sebab Saya mandul tidak bisa mempunyai keturunan”. Hal ini senada 
dengan pernyataan Bapak Sukidi yang menyatakan bahwa, “ Saya melakukan 
pengangkatan anak supaya mempunyai penerus keluarga sebab Saya tidak bisa 
mempunyai anak”. Diperkuat dengan pernyataan Bapak Kasno/Kemis yang 
menyatakan bahwa, “Saya tidak bisa mempunyai keturunan jadi Saya 
melakukan pengangkatan anak”. Kemudian dari Bapak Sukiyo mengatakan 
bahwa, “ Saya ingin mempunyai anak perempuan sebab anak Saya laki-laki 
semua”. Menurut penuturan dari ibu Karmi bahwa, “ Supaya bisa mempunyai 
keturunan sebab Saya sudah 2 kali hamil tetapi tidak ada yang hidup”. 
Kemudian dari Bapak Sarmidi bahwa, “ Saya mengangkat anak dari adik Saya 
selain karena Saya ingin punya anak juga karena Saya kasihan sama adik Saya 
anaknya banyak tetapi ekonominya kurang”. Pernyataan dari Bapak Sumo 
bahwa, “ Saya mengangkat anak itu sebab Saya kasihan terhadap anak tersebut 
kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia masih kecil”.  
Dari hasil wawancara diatas mengenai alasan responden dalam 
melakukan pengangkatan anak bermacam-macam, ada yang karena tidak 
mempunyai keturunan, ada yang kasihan terhadap anak, ada juga yang kasihan 
terhadap orang tua anak serta ada yang karena menginginkan anak perempuan. 
Untuk lebih jelasnya mengenai alasan pengangkatan anak di Desa Krikilan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dapat dilihat pada table berikut: 
 Tabel 5 : Alasan Pengangkatan Anak di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen 
No Responden Alasan Pengangkatan Anak 




















































 Jumlah 3 1 1 1 1 
 
Berdasarkan tabel diatas mengenai alas an pengangkatan anak terdapat 3 
responden karena tidak mempunyai anak 1 responden sebagai penerus keluarga 
1 responden sebagai pemancing 1 responden karena belas kasihan pada anak 
dan 1 responden lagi karena ingin mempunyai anak perempuan. 
Dari 7 responden yang ada di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen dalam proses pengangkatan anak dilakukan berdasarkan 
kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Hal ini 
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden. Seperti penuturan 
Bapak Sukidi yang menyatakan bahwa, “ Orang tua kandungnya sudah setuju 
jika anak yang dikandungnya lahir maka akan menjadi anak angkat Saya dengan 
membayar semua biaya persalinannya “. Hal ini senada dengan Bapak 
Kasno/Kemis yang menyatakan bahwa, “ Antara Saya dengan orang tua 
kandungnya telah sepakat jika anak itu lahir maka anak tersebut akan menjadi 
anak Saya dengan mengganti biaya persalinannya “. Menurut pernyataan dari 
Bapak Bejo yang menyatakan bahwa, “ Saya mengangkat anak dari saudara 
Saya sendiri dan orang tuanya juga telah ikhlas jika anaknya menjadi anak 
angkat Saya “. Ini serupa dengan pernyataan Bapak Sarmidi yang menyatakan 
bahwa, “  Karena Saya tidak mempunyai anak maka Saya mengangkat anak dari 
saudara Saya sendiri “. Menurut Bapak Sumo menyatakan bahwa, “ Saya 
kasihan terhadap anak tersebut karena kedua orang tuanya telah meninggal, 
akhirnya Saya angkat menjadi anak angkat Saya dengan persetujuan dari 
saudara-saudaranya “. Sedangkan menurut penuturan dari Ibu Karmi bahwa, “ 
 Saya mengangkat anak itu melalui pengadilan yang Saya ambil dari sebuah 
panti asuhan “. 
Berdasarkan pernyataan responden diatas mengenai proses 
pengengkatan anak ada yang berdasarkan kesepakatan dan ada yang 
berdasarkan peraturan hukum nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini. 
Tabel 6. : Perilaku Masyarakat Dalam Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat 
Kebiasaan, Hukum Nasional dan Hukum Islam  
No. Responden Perilaku Masyarakat Dalam Pengangkatan Anak 





























  6 1 - 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui masyarakat dalam melakukan 
pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
dari 7 responden terdapat 6 responden yang melakukan pengangkatan anak 
berdasarkan adat kebiasaan dan 1 responden berdasarkan hukum nasional 
sedangkan yang berdasarkan hukum Islam tidak ada. 
Pengangkatan anak akan membawa akibat hukum dalam hal pewarisan 
dan perwalian. Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan responden 
mengenai akibat hukum dalam pengangkatan anak dalam hal pewarisan dan 
perwalian dalam pernikahan anak angkat perempuan. 
Berdasarkan penuturan Bapak Sukiyo bahwa, “ Anak angkat Saya nanti 
mendapatkan warisan dari Saya hanya saja pembagiannya berbeda sebab anak 
angkat Saya perempuan. Mengenai wali nikah anak angkat Saya nanti adalah 
 wali hakim sebab Saya tidak tahu siapa bapak kandungnya dan Saya juga tidak 
mau tahu ”. Kemudian menurut penuturan Bapak Kemis/Kasno bahwa, “ Anak 
angkat Saya adalah pewaris Saya sebab hanya dia anak Saya sekarang. 
Mengenai wali nikah bagi anak angkat Saya nanti adalah wali hakim sebab Saya 
tidak mau bapak kandungnya yang menjadi wali selain itu juga Saya tidak tahu 
keberadaan bapak kandungnya ”. Kemudian menurut penuturan Bapak Sukidi 
bahwa, “ Anak angkat Saya sekarang anak Saya dan dia adalah pewaris tunggal 
dari harta saya. Mengenai wali nikah anak angkat  Saya ya wali hakim, lawong 
Saya tidak tahu keberadaan bapaknya dan Saya juga tidak mau tahu dia ada 
dimana ”. Menurut pernyataan Bapak Bejo bahwa, “ Mengenai pewarisan anak 
angkat Saya dapat dari Saya dan juga dari orang tua kandungnya, mengenai wali 
dalam pernikahan anak angkat Saya bapak kandungnya sebab dia anak dari 
saudara Saya sendiri ”. Berdasarkan penuturan Bapak Sarmidi bahwa, “ Anak 
angkat Saya dapat warisan dari Saya selain juga dapat dari orang tua 
kandungnya. Mengenai wali pernikahannya nanti tetap bapak kandungnya 
karena dia anak dari adik Saya sendiri “.  Kemudian menurut Bapak Sumo 
bahwa, “ Anak Saya dapat harta warisan dari Saya, sudah Saya bagi karena Saya 
sudah tua tetapi belum Saya berikan, selain itu juga dapat dari orang tua 
kandungnya. Anak angkat Saya itu laki-laki ”. Menurut Ibu Karmi bahwa, “ 
Anak angkat Saya satu-satunya penerus keluarga sekaligus pewaris harta Saya 
sebab Saya tidak mempunyai anak ”. 
Dari pernyataan 7 responden diatas, semua anak angkat kelak 
mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dan 3 anak juga mendapat 
harta warisan dari orang tua kandungnya. Mengenai wali nikah dari 5 anak 
angkat perempuan yang ada, 3 anak angkat yang menjadi wali nikah wali hakim 
dan 2 anak angkat yang menjadi wali nikah tetap bapak kandungnya sendiri.  
Mengenai hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya 
di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen berdasarkan 
wawancara penulis dengan responden adalah sebagai berikut: 
Menurut penuturan Bapak Kemis/Kasno bahwa, “ Setelah Saya angkat 
langsung Saya membuatkan akta kelahiran yang menyatakan dia adalah anak 
 kandung Saya. Dengan demikian dia telah resmi menjadi anak Saya sehingga 
orang tuanya tidak dapat mengambilnya lagi. Jadi hubungan antara anak angkat 
Saya dengan orang tua kandungya putus “. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukidi bahwa, “ Anak angkat 
Saya sudah Saya buatkan akta kelahiran yang menyatakan dia adalah anak 
kandung Saya sehingga orang tuanya tidak bisa mengambilnya lagi ”. 
Penuturan dari Ibu Karmi bahwa, “ Saya adalah wali yang sah terhadap 
anak angkat Saya berdasarkan putusan pengadilan, dengan demikian sekarang 
dan seterusnya akan menjadi anak Saya oleh karena itu Saya tidak mau 
memberitahukan siapa orang tua kandungnya ”. 
Pernyataan dari Bapak Sumo bahwa, “ Saya tidak merahasiakan siapa 
orang tua kandungnya terhadap anak angkat Saya karena Saya tidak mau 
memisahkan dia dengan saudara-saudara kandungnya ”. 
Menurut pernyataan dari Bapak Sarmidi bahwa, “ Mengenai hubungan 
anak angkat Saya dengan orang tua kandungnya berjalan dengan baik, akan 
tetapi Saya tetap membatasi agar mereka tidak terlalu akrab sebab dia sudah 
tahu siapa orang tua kandungnya ”. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bejo bahwa, “ Anak angkat Saya 
belum tahu siapa orang tua kandungnya, namun Saya juga akan 
memberitahukan yang sebenarnya nanti setelah anak angkat Saya sudah siap 
untuk mengetahui yang sebenarnya ”. 
Menurut penuturan Bapak Sukiyo bahwa, “ Anak angkat Saya sekarang 
sudah jadi anak Saya, jadi Saya tidak memberitahukan siapa orang tua 
kandungnya selain itu Saya juga tidak tahu dimana keberadaan orang tuanya ”. 
Berdasarkan pernyataan responden diatas mengenai hubungan antara 
anak angkat dengan orang tua kandungnya dari 7 responden yang ada terdapat 4 
anak angkat yang hubungannya dengan orang tua kandungnya sengaja diputus 
oleh orang tua angkatnya dan 3 anak angkat yang lainnya masih dapat 
berhubungan baik dengan orang tua kandungnya. 
Dengan demikian perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di 
Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen bahwa pengangkatan 
 anak itu terjadi karena sebagian besar ingin mempunyai anak. Adapun proses 
pengangkatan anak yang terjadi sebagian besar dilakukan berdasarkan 
kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang kemudian 
dari pengangkatan anak itu timbul hubungan baru antara anak angkat dengan 
orang tua angkat. Perlakuan orang tua angkat terhadap anak angkatnya seperti 
anak kandung mereka sendiri. Dari 7 anak angkat yang ada semuanya 
mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dan 3 anak angkat juga 
mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya. Sedangkan dalam hal 
perwalian pernikahan bagi anak angkat perempuan, dari 5 anak angkat 
perempuan yang ada terdapat 3 anak yang nanti wali nikahnya adalah wali 
hakim dan 2 anak angkat wali nikahnya bapak kandungnya sendiri. Mengenai 
hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya ada 4 anak yang 
hubungannya putus dan 3 anak masih berjalan dengan baik. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Bastian Tafal, “ Pengangkatan anak adalah suatu usaha untuk 
mengambil anak yang bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk 
memelihara dan memperlakukannya selaku anak sendiri “. 
 
2. Penerapan Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pengangkatan Anak Di Desa 
Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Pengangkatan anak 
merupakan salah satu usaha perlindungan dan penyejahteraan anak baik yang 
berupa perlindungan terhadap dirinya kini maupun perlindungan terhadap masa 
depannya. Hal ini untuk menjamin hak anak angkat yang merupakan bagian dari 
hak asasi manusia yang wajib dijamin dijunjung tinggi dan dilindungi. 
Anak angkat mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus menjadi 
perhatian orang tua, kewajiban dan tanggung jawab terhadap masa depan anak, 
kedudukan, perwalian terhadap anak angkat, penyelenggaraan perlindungan 
terhadap anak angkat dan ketentuan-ketentuan pidana terhadap kejahatan 
terhadap anak angkat. Sehingga perlindungan terhadap anak angkat akan 
 memiliki payung hukum yang utuh untuk menjamin masa depan anak angkat 
agar menjadi lebih baik. Setiap anak angkat berhak beribadah sesuai agamanya, 
berhak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, memperoleh 
pemeliharaan, mendapat perlindungan dan berhak mengetahui orang tua 
kandungnya. Berikut merupakan hasil wawancara penulis kepada masyarakat 
yang melakukan pengangkatan anak mengenai tujuan mengangkat anak. 
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kemis/Kasno bahwa, “ Saya 
mengangkat anak karena Saya tidak bisa mempunyai anak sehingga hidup Saya 
terasa sepi, tetapi setelah mengangkat anak hidup Saya tidak sepi lagi dan 
pertengkaran dengan istri juga jarang terjadi. Selain itu Saya juga kasihan 
terhadap anak tersebut karena ibunya tidak mau merawatnya. Jadi sejak 
mengangkat anak tersebut langsung Saya buatkan akta kelahiran yang 
menyatakan anak kandung Saya ”. 
Berdasarkan penuturan Bapak Sukidi bahwa, “ Perkawinan Saya sampai 
sekarang belum dikaruniai anak sampai Saya mau diceraikan istri saya, tetapi 
setelah mengangkat anak kehidupan Saya berubah, kami merasa bahagia dengan 
adanya anak angkat tersebut. Saya mengangkat anak itu dari orang yang kurang 
mampu karena takut tidak dapat merawatnya dengan baik maka anak itu 
diberikan kepada Saya untuk dijadikan anak angkat. Sejak saat itu langsung 
Saya buatkan akta kelahiran yang isinya dia adalah anak kandung Saya ”. 
Pernyataan Ibu Karmi bahwa, “ Saya pernah hamil 2 kali tetapi 
mengalami keguguran terus sampai akhirnya Saya divonis dokter tidak bisa 
hamil lagi. Kemudian Saya memutuskan untuk mengangkat anak agar Saya 
mempunyai keturunan dan penerus keluarga ”. 
Kemudian penuturan dari Bapak Sukiyo bahwa, “ Saya dikaruniai 2 
anak laki-laki semua, istri Saya sangat menginginkan anak perempuan akan 
tetapi istri saya setelah melahirkan anak kedua sudah tidak bisa hamil lagi. 
Akhirnya Saya mengangkat anak perempuan yang kebetulan ada seorang ibu 
yang ditinggal suaminya dan dia merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup 
anaknya sendiri ”. 
 Penuturan dari Bapak Sarmidi bahwa, “ Saya sampai sekarang belum 
dikaruniai anak sampai akhirnya Saya mengangkat anak dari saudara Saya 
sendiri, karena anaknya banyak dan ekonomimya kurang mampu ”. 
Menurut penuturan dengan Bapak Bejo bahwa, “ Saya tidak mempunyai 
anak dan akhirnya Saya mengangkat anak dari saudara Saya sendiri. Karena 
kalau mengangkat masih saudara bisa tahu asal usulnya dengan jelas daripada 
mengangkat anak dari panti asuhan atau anak orang lain yang tidak jelas latar 
belakangnya ”. 
Dari pernyataan Bapak Sumo bahwa, “ Waktu itu Saya sangat kasihan 
terhadap anak tersebut, sejak masih bayi kedua orang tuanya meninggal 
sedangkan saudara-saudranyanya masih kecil semua. Akhirnya Saya 
memutuskan untuk mengangkatnya ”. 
Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menjadi tujuan dalam 
melakukan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan 
yang sebagian besar karena tidak mempunyai keturunan, selain itu juga untuk 
memenuhi kebutuhan hidup anak angkat agar lebih baik daripada dirawat oleh 
orang tuanya sendiri yang rata-rata tidak mampu memenuhi kehidupan anaknya. 
Kedudukan anak angkat dalam pengangkatan anak diperlakukan sebagai 
anak kandung yang diperlakukan dengan penuh kasih sayang, pemenuhan 
segala kebutuhan hidupnya termasuk dalam pendidikan dan perawatan hidup 
sehari-hari. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan responden mengenai 
kedudukan anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen. 
Menurut penuturan Bapak Kemis/Kasno bahwa, “ Anak angkat Saya 
kami perlakukan sebagai anak sendiri dengan penuh kasih sayang juga Saya beri 
pendidikan dan nantinya adalah penerus harta dan keluarga kami ”. Menurut 
Bapak Sukidi bahwa, “ Perlakuan Saya terhadap anak angkat Saya ya seperti 
anak sendiri, Saya sangat menyayanginya juga Saya jaga dengan baik dan dia 
adalah penerus keluarga kami dan harta kami ”. Kemudian penuturan dari Ibu 
Karmi bahwa, “ Sudah Saya anggap sebagai anak kandung Saya sendiri dan 
nantinya penerima warisan dari kami ”. Dari pernyataan Bapak Sumo bahwa, “ 
 Anak angkat Saya seperti anak Saya sendiri Saya tidak membeda-bedakan 
dengan anak kandung Saya, mengenai warisan dia juga dapat selain dapat dari 
orang tua kandungnya ”. 
Menurut Bapak Bejo bahwa, “ Karena dia adalah anak Saya satu-
satunya jadi Saya sangat menyayanginya meskipun dia hanya anak angkat 
apalagi Saya mengangkatnya dari saudara. Kelak dia menjadi penerus keluarga 
dan harta Saya selain mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya ”. 
Kemudian dari Bapak Sarmidi bahwa, “ Anak angkat Saya sudah Saya 
perlakukan sebagai anak kandung dan dia juga sebagai pewaris keluarga Saya 
meskipun dia juga pewaris keluarga kandungnya ”. Berdasarkan pernyataan 
Bapak Sukiyo bahwa, “ Anak angkat Saya anak adalah anak perempuan Saya 
satu-satunya jadi Saya sangat menyayanginya dan nantinya juga mendapat 
bagian dari harta warisan Saya setelah anak-anak Saya setuju ”. 
Berdasarkan uraian diatas kedudukan anak angkat di Desa Krikilan 
Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, bahwa anak angkat mendapatkan 
kedudukan yang sama seperti anak kandung dimana anak angkat mendapatkan 
pendidikan, perlindungan kesehatan dan diperlakukan dengan penuh kasih 
sayang sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat 
dan martabatnya. 
Perwalian dalam pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten Sragen, bahwa pengangkatan anak itu dilakukan 
berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat 
dimana dalam kesepakatan itu bahwa perwalian terhadap anak angkat telah 
beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Hal ini 
berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai wali terhadap anak 
angkat yaitu: 
Berdasarkan penuturan Bapak Kemis/Kasno bahwa, “ Yang menjadi 
wali bagi anak Saya ya Saya sendiri apalagi sekarang Saya sudah mempunyai 
bukti akta kelahiran yang menyatakan bahwa dia bukan anak angkat melainkan 
anak kandung ”. Begitupula dengan pernyataan Bapak Sukidi bahwa, “ Wali 
terhadap anak angkat Saya ya Saya sendiri kan Saya punya suratnya yang 
 menyatakan dia itu anak kandung Saya ”. Sedangkan menurut penuturan dari 
Bapak Bejo dan Bapak Sarmidi adalah yang menjadi wali bagi anak angkat 
adalah orang tua angkat. Menurut pernyataan Bapak Sukiyo bahwa, “ Walinya 
ya Saya sendiri ”. Sedangkan menurut Bapak Sumo dan Ibu Karmi yang 
menjadi wali bagi anak angkatnya adalah mereka sendiri. 
Berdasarkan uraian diatas pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, 
setiap anak angkat dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, mendapatkan 
penghidupan yang layak dibawah wali orang tua angkatnya dengan memperoleh pendidikan, perawatan dan 
perlindungan. Memiliki kedudukan seperti anak kandung sendiri yang diperlakukan dengan penuh kasih sayang serta 
mendapat hak waris dari orang tua angkatnya. Ini dapat membuat masa depan anak angkat menjadi lebih baik. Dengan 
demikian penerapan hak anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen berjalan dengan baik 
dimana anak angkat terlindungi hak-haknya. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak yaitu, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun 
penerapan hak anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut 
ini. 

























































































 Jumlah 7 7 7 7 7 3 
 
Berdasarkan tabel diatas mengenai penerapan hak anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen yang meliputi perlindungan agama, pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dari 
perlakuan tidak adil semua terpenuhi dan mengenai hubungan orang tua dengan anak kandung dimana anak berhak 
mengetahui orang tua kandungnya ada 4 anak yang tidak terpenuhi dan 3 anak terpenuhi. 
Mengenai penerapan hukum Islam tentang penerapan hak anak angkat mengenai pewarisan dan perwalian 
bagi pernikahan anak angkat perempuan serta hubungan dengan orang tua kandungnya setiap anak angkat tidak berhak 
mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya tetapi berhak mendapat hibah, dalam pernikahan anak angkat 
perempuan yang berhak menjadi wali bapak kandungnya bukan bapak angkat dan boleh wali hakim jika tidak diketahui 
sama sekali keberadan orang tuanya dan saudaranya, mengenai hubungan dengan orang tua kandung tidak boleh putus 
sama sekali karena dapat mengaburkan hubungan kemahraman. Akan tetapi di di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen bahwa dari 7 responden yang ada dimana semua anak angkat mendapatkan harta warisan dari orang 
tua angkatnya, yang menjadi wali dalam pernikahan bagi anak angkat perempuan dari 5 anak angkat perempuan 3 anak 
wali hakim dan 2 anak bapak kandungnya sendiri serta mengenai hubungan dengan orang tua kandunganya dari 7 anak 4 
anak putus dan 3 anak tidak putus. Dengan demikian penerapan hukum Islam tentang hak anak angkat tidak diterapkan. 
 
   
 
C. Temuan Studi 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, dalam 
penelitian ini peneliti dapat mengemukakan temuan studi yaitu : 
1. Perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten Sragen, pengangkatan anak yang terjadi dari 7 
responden yang ada 6 responden berdasarkan adat kebiasaan dan 1 
responden berdasarkan hukum nasional, sedangkan yang berdasarkan 
hukum Islam tidak ada. 
2. Penerapan hak anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen, dari 7 responden yang ada mengenai perlindungan 
agama, pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dari perlakuan 
tidak adil semua terpenuhi dan mengenai hubungan dengan orang tua 
kandung ada 3 anak terpenuhi dan 4 anak tidak terpenuhi. Sedangkan 



















 BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah 
dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten Sragen, pengangkatan anak yang terjadi dari 7 
responden yang ada 6 responden berdasarkan adat kebiasaan dan 1 responden 
berdasarkan hukum nasional, sedangkan yang berdasarkan hukum Islam tidak 
ada.  
2. Penerapan hak anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen, dari 7 responden yang ada mengenai perlindungan agama, 
pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dari perlakuan tidak adil 
semua terpenuhi dan mengenai hubungan dengan orang tua kandung ada 3 
anak terpenuhi dan 4 anak tidak terpenuhi. Sedangkan mengenai hak anak 
angkat dalam hukum Islam tidak diterapkan. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan 
diatas, maka implikasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
1 Perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten Sragen ada sebagian berdasarkan hukum adat kebiasaan 
setempat dan yang berdasarkan hukum nasional yang sebagian kecil saja. 
Dalam masalah ini bahwa pancasila sebagai ideology terbuka perlu terus 
direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar mampu 
membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara sehingga bisa menjadi warga negara yang berkemampuan dan 
berperilaku sesuai dengan aturan yang ada 
 2 Penerapan hak anak angkat mengenai perlindungan agama, pendidikan, 
kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dari perlakuan tidak adil semua 
terpenuhi dan mengenai hubungan dengan orang tua kandung ada 3 anak 
terpenuhi dan 4 anak tidak terpenuhi. Sedangkan mengenai hak anak angkat 
dalam hukum Islam tidak diterapkan. Menurut teori IKN hal ini masyarakat 
perlu suatu pemikiran yang bersifat integralistik yang merupakan perwujudan 
cara berpikir khas pancasila dimana suatu cara berpikir yang berdasarkan 
perlindungan dalam hubungan bermasyarakat sehingga diperlukan kesadaran 




Berdasarkan Implikasi pada penelitian ini sebagaimana telah diuraikan 
diatas, tidaklah berlebihan apabila peneliti menaruh harapan dalam bentuk saran 
demi terciptanya kondisi yang lebih baik dalam menanggapi praktek 
pengangkatan anak, maka perlu peneliti sampaikan beberapa saran yang antara 
lain ditujukan untuk: 
1. Bagi masyarakat, khususnya yang melakukan pengangkatan anak 
a. Bagi orang tua angkat, harus memenuhi kewajiban dan menjunjung hak 
anak angkat dengan memberitahukan siapa orang tua kandungnya dan 
bagaimana asal usulnya, serta dalam pengangkatan anak dilakukan hanya 
demi kepentingan anak 
b. Bagi tokoh masyarakat, memberikan pembinaan secara konkret dan 
terbuka. Sehingga memberikan pelajaran moral dan nilai-nilai agama 
dalam masyarakat. 
2. Pemerintah Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
Hendaknya melakukan pendataan keluarga yang melakukan pengangkatan 
anak dan memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang pengangkatan anak 
yang sesuai dengan syariat agama. 
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 Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Daftar Pertanyaan bagi Masyarakat yang Melakukan Pengangkatan Anak. 
1. Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan pengangkatan anak ? 
2. Sudah berapa lama Anda mengangkat anak ? 
3. Apa tujuan Anda melakukan pengangkatan anak ? 
4. Bagaimana proses Anda melakukan pengangkatan anak ? 
5. Darimana Anda mendapatkan anak angkat tersebut dan bagaimana dengan 
orang tua kandungnya, kenapa mereka memperbolehkan anaknya diangkat 
oleh orang lain ? 
6. Bagaimana hubungan antara anak angkat Anda dengan orang tua 
kandungnya ? 
7. Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat anda ? 
8. Bagaimana mengenai pewarisan dan perwalian terhadap anak angkat Anda 
? 
9. Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta perlindungan hak-hak 
mereka ? 
 
B. Daftar Pertanyaan bagi Tokoh Masyarakat 
 1. Pernahkah Anda menemui kasus pengangkatan anak ? 
 2. Apa alasan mereka mengangkat anak ? 
 3. Bagaimana perlakuan orang tua angkat terhadap anak angkat mereka ? 
 4. Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta perlindungan hak-hak 













1. Tema : Perilaku Masyarakat dalam Pengengkatan Anak 
 Sumber : Tokoh masyarakat 
 Catatan lapangan : Perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di Desa 
Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, anak 
angkat diperlakukan seperti halnya anak kandung dengan 
segala hak dan kewajibannya. Orang tua angkat 
mempunyai hak penuh terhadap anak angkatnya. 
 Refleksi : Responden bersifat proaktif dengan memberikan respon 
positif dan cukup memberi kemudahan bagi peneliti 
untuk memperoleh data serta bersedia memberi data 
pendukung dalam wawancara. 
 
2. Tema : Penerapan Hak-hak Anak Angkat dalam Pengangkatan 
Anak 
 Sumber : Tokoh masyarakat 
 Catatan lapangan : Penerapan hak anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan 
Kalijambe Kabupaten Sragen, anak angkat mendapatkan 
haknya sebagai anak sama seperti anak-anak yang lain. 
Mereka juga mendapatkan perlindungan, memperoleh 
pendidikan dan pelayanan kesehatan.  
 Refleksi :  Responden bersifat proaktif dengan memberikan respon 
positif dan cukup memberi kemudahan bagi peneliti 
untuk memperoleh data serta bersedia memberi data 











A. Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 
1. Nama Informan : Bapak Widodo 
 Jabatan  : Kepala Desa Krikilan 
 a). Pertanyaan : Pernahkah Anda menemui kasus pengangkatan anak ? 
  Jawaban  : Pernah 
 b). Pertanyaan : Apa alasan mereka mengangkat anak ? 
  Jawaban  : Kebanyakan karena tidak mempunyai anak.  
 c). Pertanyaan : Bagaimana perlakuan orang tua angkat terhadap anak 
angkat mereka ? 
  Jawaban : Setahu Saya ya dianggap sebagai anak kandungnya 
sendiri. Seperti mendapat warisan, mengenai wali 
berpindah dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. 
 d). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak anak angkat ? 
  Jawaban : Anak angkat juga bersekolah jadi mereka juga mendapat 
pendidikan dan juga perlindungan serta kesehatannya 
juga dijaga, ya seperti anaknya sendiri. 
  Refleksi : Bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
2. Nama Informan : Bapak Sukiyo 
 Jabatan  : Sekretaris Desa Krikilan 
 a). Pertanyaan : Pernahkah Anda menemui kasus pengangkatan anak ? 
   Jawaban  : Pernah 
 b). Pertanyaan : Apa alasan mereka mengangkat anak ? 
  Jawaban  : Biasanya karena tidak punya anak, tetapi ada juga yang 
karena ingin mempunyai anak laki-laki atau perempuan. 
 c). Pertanyaan : Bagaimana perlakuan orang tua angkat terhadap anak 
angkat mereka ? 
  Jawaban : Diperlakukan seperti anak sendiri. Jadi tidak membeda-
bedakan antara anak angkat dengan anak kandung. 
 d). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak anak angkat ? 
  Jawaban : Meskipun anak angkat mereka juga sekolah seperti anak 
yang lainnya, begitupula dengan kesehatan dan juga 
dilindungi demi keselamatan jiwanya. 
  Refleksi : Bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
3. Nama Informan : Bapak Syawabi 
 Jabatan  : Seksi Keagamaan Desa Krikilan 
 a). Pertanyaan : Pernahkah Anda menemui kasus pengangkatan anak ? 
  Jawaban  : Pernah 
 b). Pertanyaan : Apa alasan mereka mengangkat anak ? 
  Jawaban  : Biasanya karena tidak mempunyai anak jadi mereka 
mengangkat anak. 
 c). Pertanyaan : Bagaimana perlakuan orang tua angkat terhadap anak 
angkat mereka ? 
  Jawaban : Diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, tetapi 
mengenai wali nikah bagi anak perempuan tetap bapak 
kandungnya sendiri dan mengenai warisan mereka tidak 
berhak. Akan tetapi kebanyakan anak angkat juga 
mendapat warisan dari orang tua angkatnya. 
 d). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak anak angkat ? 
   Jawaban : Anak angkat tetap mendapat perlindungan, mereka bisa 
tumbuh seperti halnya anak-anak yang lainnya, 
mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 
  Refleksi : Bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
 
4. Nama Informan : Ibu Karmi 
 Jabatan  : Kaur Pemerintahan Desa Krikilan 
 a). Pertanyaan : Pernahkah Anda menemui kasus pengangkatan anak ? 
  Jawaban  : Pernah 
 b). Pertanyaan : Apa alasan mereka mengangkat anak ? 
  Jawaban  : Biasanya karena tidak mempunyai anak. 
 c). Pertanyaan : Bagaimana perlakuan orang tua angkat terhadap anak 
angkat mereka ? 
  Jawaban : Diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. 
 d). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak anak angkat ? 
  Jawaban : ya dilindungi seperti anaknya sendiri, mengenai 
pendidikan mereka juga dapat dan perawatan kesehatan 
serta perlindungan. 
  Refleksi : Bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
B. HASIL WAWANCARA DENGAN KELUARGA YANG MENGANGKAT 
ANAK 
1. Nama Informan : Bapak Sukiyo 
a). Pertanyaan : Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan pengangkatan 
anak ? 
  Jawaban : Setahu Saya mengambil anak orang lain dijadikan sebagai 
anak sendiri. 
b). Pertanyaan : Sudah berapa lama Anda mengangkat anak ? 
  Jawaban : Sekitar 14 tahunan. 
 c). Pertanyaan : Apa tujuan Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Saya dikaruniai 2 anak laki-laki semua, istri Saya sangat 
menginginkan anak perempuan akan tetapi istri Saya 
setelah melahirkan anak yang kedua tidak bisa hamil lagi. 
Akhirnya Saya mengangkat anak perempuan yang 
kebetulan ada seorang ibu yang ditinggal suaminya dan 
dia merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup 
anaknya. 
d). Pertanyaan : Bagaimana proses Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Berdasarkan persetujuan dengan orang tua kandungnya. 
e). Pertanyaan : Darimana Anda mendapatkan anak angkat tersebut dan 
bagaimana dengan orang tua kandungnya, kenapa mereka 
memperbolehkan anaknya diangkat oleh orang lain ? 
  Jawaban : Dari seorang ibu muda yang ditinggal oleh suaminya dan 
dia merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup 
anaknya, sehingga dia merelakan anaknya Saya jadikan 
sebagai anak angkat. 
f). Pertanyaan : Bagaimana hubungan antara anak angkat Anda dengan 
orang tua kandungnya ? 
  Jawaban : Anak angkat Saya sekarang sudah jadi anak Saya, jadi 
Saya tidak memberitahukan siapa orang tua kandungnya 
selain itu Saya juga tidak tahu dimana keberadaan orang 
tua kandungnya. 
 g).  Pertanyaan : Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda ? 
  Jawaban : Anak angkat Saya adalah anak perempuan Saya satu-
satunya, jadi saya sangat menyayanginya dan nantinya 
juga mendapat bagian dari harta warisan Saya setelah 
anak-anak Saya setuju. Mengenai wali ya Saya sendiri. 
h). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak mereka ? 
  Jawaban : Ya Saya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan 
hidupnya, begitupula dengan pendidikan dan kesehatan 
sehingga dia dapat menjadi anak berguna nantinya. 
refleksi : bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
2. Nama Informan : Ibu Karmi 
a). Pertanyaan : Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan pengangkatan 
anak ? 
  Jawaban : Ya mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri. 
b). Pertanyaan : Sudah berapa lama Anda mengangkat anak ? 
  Jawaban : Sekitar 6 tahunan. 
c). Pertanyaan : Apa tujuan Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Saya pernah hamil 2 kali tetapi mengalami keguguran 
terus sampai akhirnya saya divonis dokter tidak bisa 
hamil lagi. Kemudian Saya memutuskan untuk 
mengangkat anak agar Saya mempunyai keturunan dan 
penerus keluarga.  
d). Pertanyaan : Bagaimana proses Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Saya mengangkat anak itu melalui pengadilan yang Saya 
ambil dari sebuah panti asuhan. 
e). Pertanyaan : Darimana Anda mendapatkan anak angkat tersebut dan 
bagaimana dengan orang tua kandungnya, kenapa mereka 
memperbolehkan anaknya diangkat oleh orang lain ? 
  Jawaban : Dari sebuah panti asuhan, mengenai orang tuanya saya 
kurang tahu. 
f). Pertanyaan : Bagaimana hubungan antara anak angkat Anda dengan 
orang tua kandungnya ? 
  Jawaban : Saya adalah wali yang sah terhadap anak angkat Saya 
berdasarkan putusan pengadilan, dengan demikian 
sekarang dan seterusnya akan menjadi anak Saya oleh 
 karena itu Saya tidak mau memberitahukan siapa orang 
tua kandungnya. 
 g).  Pertanyaan : Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda ? 
  Jawaban : Sudah Saya anggap sebagai anak kandung Saya sendiri 
dan nantinya penerima warisan dari Saya. 
h). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak mereka ? 
 Jawaban : Saya penuhi semua kebutuhan hidupnya, mengenai 
pendidikan dia juga mendapatkannya dan perawatan 
kesehatan. Seperti anak saya sendiri. 
Refleksi : bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
 
3. Nama Informan : Bapak Kemis/Kasno 
a). Pertanyaan : Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan pengangkatan 
anak ? 
  Jawaban : Mengambil anak orang lain. 
b). Pertanyaan : Sudah berapa lama Anda mengangkat anak ? 
  Jawaban : Sekitar 5 tahunan. 
c). Pertanyaan : Apa tujuan Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Saya mengangkat anak karena Saya tidak bisa 
mempunyai anak sehingga hidup Saya terasa sepi, tetapi 
setelah mengangkat anak hidup Saya tidak sepi lagi dan 
pertengkaran dengan istri juga jarang terjadi. Selain itu 
Saya juga kasihan terhadap anak tersebut karena ibunya 
tidak mau merawatnya. Jadi sejak mengangkat anak 
tersebut langsung saya buatkan akta yang menyatakan dia 
anak kandung Saya. 
d). Pertanyaan : Bagaimana proses Anda melakukan pengangkatan anak ? 
   Jawaban : Antara Saya dengan orang tua kandungnya telah sepakat 
jika anak itu lahir maka anak tersebut akan menjadi anak 
angkat Saya dengan mengganti biaya persalinannya. 
e). Pertanyaan : Darimana Anda mendapatkan anak angkat tersebut dan 
bagaimana dengan orang tua kandungnya, kenapa mereka 
memperbolehkan anaknya diangkat oleh orang lain ? 
  Jawaban : Dari teman Saya. Karena ibunya tidak mau merawat 
anaknya. 
f). Pertanyaan : Bagaimana hubungan antara anak angkat Anda dengan 
orang tua kandungnya ? 
  Jawaban : Setelah Saya angkat langsung Saya buatkan akta 
kelahiran yang menyatakan anak kandung Saya. Jadi dia 
menjadi anak kandung Saya dan orang tuanya tidak dapat 
mengambilnya lagi. Maka hubungannya putus. 
 g).  Pertanyaan : Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda ? 
  Jawaban : Saya anggap sebagai anak kandung Saya sendiri dengan 
penuh kasih sayang juga Saya beri pendidikan dan 
nantinya penerus harta dan keluarga saya. Mengenai wali 
ya Saya sendiri juga dalam pernikahannya nanti. 
h). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak mereka ? 
 Jawaban : Saya sekolahkan saya penuhi kebutuhannya dan saya jaga 
kesehatannya serta saya lindungi. 
Refleksi : bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
4. Nama Informan : Bapak Sukidi 
a). Pertanyaan : Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan pengangkatan 
anak ? 
  Jawaban : Mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri. 
b). Pertanyaan : Sudah berapa lama Anda mengangkat anak ? 
  Jawaban : Sekitar 4,5 tahunan. 
 c). Pertanyaan : Apa tujuan Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Perkawinan Saya sampai sekarang belum dikaruniai anak 
sampai Saya mau diceraikan oleh istri Saya, tetapi setelah 
mengangkat anak kehidupan Saya berubah, kami merasa 
bahagia dengan adanya anak angkat tersebut.  
d). Pertanyaan : Bagaimana proses Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Orang tua kandungnya telah setuju jika anak yang 
dikandungnya lahir maka akan menjadi anak angkat Saya 
dengan membayar semua biaya persalinannya. 
e). Pertanyaan : Darimana Anda mendapatkan anak angkat tersebut dan 
bagaimana dengan orang tua kandungnya, kenapa mereka 
memperbolehkan anaknya diangkat oleh orang lain ? 
  Jawaban : Saya mengangkat anak itu dari orang yang kurang 
mampu karena takut tidak dapat merawatnya dengan baik 
maka anak itu diberikan kepada Saya untuk dijadikan 
anak angkat. Sejak saat itu langsung Saya buatkan akta 
kelahiran yang isinya dia adalah anak kandung Saya. 
f). Pertanyaan : Bagaimana hubungan antara anak angkat Anda dengan 
orang tua kandungnya ? 
  Jawaban : Anak angkat Saya sudah Saya buatkan akta kelahiran 
yang isinya anak kandung saya sehingga orang tuanya 
tidak dapat mengambilnya lagi.  
 g).  Pertanyaan : Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda ? 
  Jawaban : Perlakuan Saya terhadap anak angkat Saya ya seperti 
anak kandung Saya sendiri, saya sangat menyayanginya 
juga saya rawat dengan baik dan dia adalah penerus harta 
dan keluarga Saya, mengenai wali ya saya sendiri soal 
pernikahannya nanti bisa wali hakim.  
h). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak mereka ? 
  Jawaban : Seperti anak pada umunya, dia sekolah saya rawat dan 
saya lindungi. 
Refleksi : bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
5. Nama Informan : Bapak Sumo 
a). Pertanyaan : Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan pengangkatan 
anak ? 
  Jawaban : Merawat atau mengambil anak orang lain. 
b). Pertanyaan : Sudah berapa lama Anda mengangkat anak ? 
  Jawaban : Sekitar 26 tahunan. 
c). Pertanyaan : Apa tujuan Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Waktu itu Saya sangat kasihan terhadap anak tersebut, 
sejak masih bayi kedua orang tuanya telah meninggal 
sedangkan saudara-saudaranya masih kecil semua. 
Akhirnya saya memutuskan untuk mengangkatnya. 
d). Pertanyaan : Bagaimana proses Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Saya kasihan terhadap anak tersebut karena kedua orang 
tuanya telah meninggal, akhirnya saya angkat menjadi 
anak angkat saya dengan persetujuan saudara-saudaranya. 
e). Pertanyaan : Darimana Anda mendapatkan anak angkat tersebut dan 
bagaimana dengan orang tua kandungnya, kenapa mereka 
memperbolehkan anaknya diangkat oleh orang lain ? 
  Jawaban : Dari tetangga desa saya, sebab orang tuanya telah 
meninggal. 
f). Pertanyaan : Bagaimana hubungan antara anak angkat Anda dengan 
orang tua kandungnya ? 
  Jawaban : Saya tidak merahasiakan siapa orang tua kandungnya 
terhadap anak angkat Saya karena saya tidak mau 
memisahkan dia dengan saudara-saudaranya. 
 g).  Pertanyaan : Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda ? 
   Jawaban : Anak angkat Saya seperti anak kandung Saya sendiri, 
Saya tidak membeda-bedakan dengan anak kandung 
Saya, mengenai warisan dia nanti juga dapat selain dapat 
dari orang tua kandungnya. Mengenai wali ya Saya 
sendiri. 
h). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak mereka ? 
 Jawaban : Dia saya sekolahkan tetapi hanya tamat smp saja, 
mengenai kesehatan ya saya jaga serta saya penuhi 
kebutuhan hidupnya. 
Refleksi : bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
6. Nama Informan : Bapak Bejo 
a). Pertanyaan : Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan pengangkatan 
anak ? 
  Jawaban : Mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri. 
b). Pertanyaan : Sudah berapa lama Anda mengangkat anak ? 
  Jawaban : Sekitar 9 tahunan. 
c). Pertanyaan : Apa tujuan Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Saya tidak mempunyai anak dan akhirnya Saya 
mengangkat anak dari saudara Saya sendiri. Karena kalau 
mengangkat masih saudara bisa tahu asal usulnya dengan 
jelas daripada mengangkat  anak dari panti asuhan atau 
anak orang lain yang tidak jelas latar belakangnya. 
d). Pertanyaan : Bagaimana proses Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Saya mengangkat anak dari saudara Saya sendiri dan 
orang tua kandungnya juga telah ikhlas jika anaknya Saya 
angkat. 
e). Pertanyaan : Darimana Anda mendapatkan anak angkat tersebut dan 
bagaimana dengan orang tua kandungnya, kenapa mereka 
memperbolehkan anaknya diangkat oleh orang lain ? 
   Jawaban : Anak saudara Saya sendiri, karena saya tidak mempunyai 
keturunan dan berharap anaknya memiliki masa depan 
lebih baik. 
f). Pertanyaan : Bagaimana hubungan antara anak angkat Anda dengan 
orang tua kandungnya ? 
  Jawaban : Anak angkat Saya belum tahu siapa orang tua kandngnya, 
namun Saya juga akan memberitahukan siapa orang tua 
kandungnya nanti setelah anak angkat saya sudah siap 
mengetahuinya. 
 g).  Pertanyaan : Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda ? 
  Jawaban : Karena dia adalah anak Saya satu-satunya jadi Saya 
sangat menyayanginya meskipun dia hanya anak angkat 
Saya apalagi saya mengangkatnya dari saudara Saya 
sendiri. Kelak dia menjadi penerus keluarga dan harta 
saya selain juga dapat harta warisan dari orang tua 
kandungnya. Mengenai wali ya Saya tetapi dalam 
pernikahannya nanti tetap bapak kandungnya sendiri. 
h). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak mereka ? 
 Jawaban : Ya saya beri pendidikan, pelayanan kesehatan serta 
perlindungan terhadap dirinya juga saya penuhi semua 
kebutuhan hidupnya. 
Refleksi : bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
 
7. Nama Informan : Bapak Sarmidi 
a). Pertanyaan : Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan pengangkatan 
anak ? 
  Jawaban : Mengambil anak orang lain kemudian dirawat menjadi 
anak sendiri. 
b). Pertanyaan : Sudah berapa lama Anda mengangkat anak ? 
  Jawaban : Sekitar 7 tahunan. 
 c). Pertanyaan : Apa tujuan Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Saya sampai sekarang belum dikaruniai anak sampai 
akhirnya Saya mengangkat anak dari saudara saya sendiri, 
karena anaknya banyak sedangkan ekonominya kurang 
mampu. 
d). Pertanyaan : Bagaimana proses Anda melakukan pengangkatan anak ? 
  Jawaban : Karena saya tidak mempunyai anak maka Saya 
mengangkat anak dari saudara Saya sendiri dengan 
persetujuan dengan orang tua kandungnya. 
e). Pertanyaan : Darimana Anda mendapatkan anak angkat tersebut dan 
bagaimana dengan orang tua kandungnya, kenapa mereka 
memperbolehkan anaknya diangkat oleh orang lain ? 
  Jawaban : Anak dari saudara Saya sendiri, karena ekonominya 
kurang mampu. 
f). Pertanyaan : Bagaimana hubungan antara anak angkat Anda dengan 
orang tua kandungnya ? 
  Jawaban : Mengenai hubungan anak angkat Saya dengan orang tua 
kandungnya berjalan dengan baik, akan tetapi Saya 
membatasi agar mereka tidak terlalu akrab sebab dia 
sudah tahu siapa orang tua kandungnya. 
 g).  Pertanyaan : Bagaimana perlakuan Anda terhadap anak angkat Anda ? 
  Jawaban : Anak angkat Saya sudah Saya perlakukan sebagai anak 
kandung Saya sendiri dan dia juga sebagai pewaris 
keluarga Saya selain itu juga dapat harta warisan dari 
orang tua kandungnya. 
h). Pertanyaan : Bagaimana mengenai pendidikan, kesehatan serta 
perlindungan hak-hak mereka ? 
 Jawaban : Saya penuhi semua kebutuhan hidupnya termasuk 
sekolah, kesehatannya juga perlindungan terhadap 
dirinya. 
refleksi : bersikap terbuka dan memberikan jawaban yang jelas. 
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